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ABSTRAK 
 
 
Marselina Merlin (E21109269), Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja, xiv + 87halaman +  4 tabel + 1 gambar + 17 pustaka + 2 lampiran. 
Dibimbing oleh Dr.H.M. Thahir Haning, M.Si dan Drs. La Tamba, M.Si. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah Sumber Daya Manusia 
yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Merupakan sebuah kenyataan 
bahwa dalam suatu organisasi selalu terbuka kemungkinan untuk terjadinya 
berbagai lowongan dengan anekaragam penyebabnya. Misalnya, karena 
perluasan kegiatan organisasi tercipta pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru 
yang sebelumnya tidak dilakukan oleh  para pekerja dalam organisasi. Maka 
dalam mencari Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta memenuhi 
kebutuhan, Pemerintah melakukan system seleksi yang diatur dalam perundang-
undanganguna agar memperoleh hasil yang maksimal dan mendapatkan 
Aparatur baru yang bias bekerja sesuai dengan keahlian serta kemampuannya. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses seleksi 
Calon   Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Tana Toraja dilihat dari perencanaan, pelaksanaan serta 
pengawasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 
memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait 
keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan 
terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang bersumber dari 
buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa perencanaan proses 
seleksi calon pegawai negeri sipil telah dilakukan dengan baik sesuai dengan 
pedoman pelaksanaannya. Sedangkan pada proses pelaksanaannya sendridi 
temukan kendala-kendala yang tidak hanya berasal dari para panitia tetapi juga 
didapatkan dari para pelamar. Kemudian pengawasan yang dilakukan pihak 
pelaksana ternyata kurang baik karena masih ada beberapa yang lalai dalam 
mengawasi proses seleksi tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Marselina Merlin (E21109269), Candidate Selection Process Civil Service 
Personnel Board of Education and Training Tana Toraja Regency, xiv + 87 
pages + 4 table + 1 picture + 17 libraries + 2 attachments. Guided by Dr.H.M. 
Thahir Haning, M.Si and Drs. LaTamba, M.Si. 
 
The research is motivated by a number of issues of Human Resources that is 
needed by an organization. It is a fact that in an organization is always open to 
the possibility of the occurrence of a variety of jobs with a variety of causes. For 
example, because of the expansion of the organization's activities create jobs 
and new activities that were previously done by workers in the organization. Soin 
the search fora qualifiedHuman Resourcesas well asmeet the needs 
ofgovernment conductsthe selection systemset out inthe legislationin order 
toobtain maximum resultsand get anewapparatusthat couldwork according 
toskills andabilities. 
 
The purpose of this study was to determine how the process of candidate 
selection Civil Service Personnel Board of Education And Training Tana Toraja 
Regency seen from the planning, implementation and monitoring. This type of 
research is descriptive qualitative or give a proper explanation objectively related 
to the actual state of the object under study. Types of data used consists of 
primary data and secondary data interviews sourced from books, documents / 
records / reports and legislation relating to the issue being investigated. 
 
From the results of research carried out shows that the selection process of 
planning civil servant candidate has done well in accordance with the guidelines 
for its implementation. While in theprocess of implementation itself of the 
constraints thatare found not only from the committee but also obtained from the 
applicants. Then do the  executive over sight was less good because there are 
still somenegligent inoverseeingthe selection process. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1.  Latar Belakang 
Menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif berarti menyelesaikan 
pekerjaan secara tepat sesuai dengan perencanaan dengan penggunaan 
sumber daya atau input yang minimal untuk mencapai kerja yang maksimal. 
Manusia sebagai subsistem yang mempunyai peranan dan kedudukan yang 
sentral sekaligus menjadi pusat terselenggaranya segala usaha dan kegiatan 
kerja sama serta menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi, maka disinilah 
perlunya dicari suatu upaya bagaimana cara sehingga dalam pelaksanaan tugas 
pegawai dapat lebih efektif dan efisien. 
Pada umumnya suatu organisasi mempunyai sasaran tertentu yang ingin 
dicapai yang merupakan syarat mutlak dalam menjamin kelangsungan dan 
perkembangan organisasi. Agar sasaran tersebut dapat tercapai, maka 
diperlukan adanya berbagai kerjasama yang teratur dan terintegrasi diantara 
semua unsur-unsur organisasi yang ada. Dalam menjaga kelangsungan hidup 
dan kontinuitas organisasi, sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh 
dan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan 
operasional organisasi. 
Perubahan-perubahan dalam suatu organisasi merupakan tuntutan dalam 
meningkatkan pembangunan. Pembangunan merupakan usaha peningkatan 
kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara 
berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan 
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perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian 
bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan yang 
berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan 
etikanya. 
Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari dedikasi aparatur 
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dalam 
pelaksanaannya dibutuhkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan 
mempunyai kemampuan yang tinggi. Perwujudan aparatur negara yang 
berfungsi melayani masyarakat, profesional, transparan, bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme. 
Merupakan sebuah kenyataan bahwa dalam suatu organisasi selalu 
terbuka kemungkinan untuk terjadinya berbagai lowongan dengan aneka ragam 
penyebabnya. Misalnya, karena perluasan kegiatan organisasi tercipta 
pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh 
para pekerja dalam organisasi. Lowongan pekerjaan juga bisa timbul karena ada 
pekerja yang berhenti dan pindah ke organisasi yang lain. Mungkin saja 
lowongan terjadi karena ada pekerja yang dihentikan, baik dengan hormat 
maupun tidak dengan hormat karena dikenakan sanksi disiplin. Alasan lain, 
karena telah mencapai usia pensiun. Lowongan bisa pula terjadi karena ada 
pekerja yang meninggal dunia. 
Namun, realitanya pada saat ini aparatur pemerintah pada umumnya 
bukan menjadi public service atau pelayan bagi masyarakat tetapi sebaliknya 
mereka lebih untuk dilayani oleh masyarakat. Bahkan yang lebih parah lagi para 
aparatur pemerintah kurang memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini 
disebabkan karena paratur pemerintah memiliki permasalahan yang kompleks 
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dan membutuhkan sistem kerja yang professional, yang dapat dimulai dari 
proses rekrutmen pegawai yang lebih selektif, yang mengutamakan kualitas 
tanpa adanya kolusi dan nepotisme dari orang dalam. 
Melihat masalah-masalah yang sering dialami oleh kebanyakan 
organisasi mengenai SDM, maka yang harus diperbaiki adalah proses 
penerimaan atau rekrutmenya. Dalam hal ini untuk mencapai proses yang 
maksimal diperlukan banyak metode. Baik itu dalam hal seleksi, wawancara, 
serta bahkan penempatan-penempatan yang tepat sesuai dengan kemampuan 
yang dimiliki oleh orang-orang yang nantinya akan bekerja organisasi. Sehingga 
kita dapat lebih mudah melakukan penilaian hasil kerja dari orang-orang yang 
ada dalam organisasi. 
Tujuan organisasi adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh semua 
elemen-elemen yang ada didalamnya tanpa terkecuali. Dengan SDM yang 
merupakan keunggulan dan kekuatan organisasi tentulah sangat diharapkan 
bahwa organisasi dapat melangkah lebih baik daripada sebelumnya. Maka dari 
itu,  harus digunakan berbagai cara untuk dapat mempertahankan serta 
mengembangkan Sumber Daya Manusia.  
Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka 
di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali. 
Salah satu perubahan itu ialah diwujudkannya tata pemerintahan yang 
demokratis dan baik (democratic and good governance). Upaya mewujudkan 
sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi 
obsesi bagi rakyat dan pemerintah di zaman modern sekarang ini. Peristiwa 
dramatis yang membawa kondisi perekonomian kita terpuruk sehingga agak sulit 
bangkit kembali, merupakan tonggak kesadaran bagi kita semua untuk kembali 
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menata sistem pemerintahan yang baik. Salah satu unsur pemerintahan yang 
perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu ialah penataan aparatur 
pemerintahan yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, 
sistem dan penataan manajemen sumber daya pegawai negeri sipil (PNS). 
Salah satu cara dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas 
yaitu melalui sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Proses rekrutmen dan 
seleksi sumber daya  manuisa tidak boleh diabaikan, hal ini disebabkan untuk 
menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antar apa yang diinginka dan yang 
didapat. Artinya organisasi tersebut tidak memperoleh pegawai yang tidak tepat, 
dalam ari kualitas dan kuantitasnya. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan oleh 
organisasi tersebut dapat dikatakan kemingkinan aktifitas kerja kurang efektif dan 
efisien, maka organisasi tersebut akan mengalami kegagalan. Agar dapat 
memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dengan jumlah yang 
sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan suatu metode rekrutmen yang dapat 
digunakan dalam proses penarikan dengan dilandasi suatu perencanaan yang 
benar-benar matang. 
Rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan 
yang sesuai dengan sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan 
dalam fungsi pemekerjaan (employee function). SDM-PNS selama ini diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2003 . Meskipun sistem rekrutmen telah diatur dalam peraturan 
pemerintah sebagai upaya untuk menjaring SDM-PNS yang kompeten namun 
dalam implementasinya belum mempunyai kebutuhan yang dapat menunjang 
keberhasilan kinerja dan profesionalisme SDM-PNS. Kondisi SDM-PNS demikian 
5 
 
ini antara lain disebabkan oleh perencanaan kepegawaian saat ini belum 
didasarkan pada kebutuhan nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal 
tersebut bukan saja karena proses rekrutmen & seleksi itu sendiri telah menyita 
waktu, biaya dan tenaga, tetapi juga karena menerima orang yang salah untuk 
suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak 
moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya.  
Rekrutmen pegawai yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan, 
belum mampu mengungkapkan kompetensi SDM-PNS sesuai dengan kebutuhan 
yang seharusnya ada dalam sebuah organisasi. Proses prosedur rekrutmen PNS 
selama ini menurut opini yang berkembang dimasyarakat, cenderung diwarnai 
praktik-praktik kolusi, nepotisme, daerahisme, yang mengakibatkan rendahnya 
kualitas SDM-PNS. Oleh karena itulah rekrutmen tidak dapat dilepaskan 
kaitannya dengan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai hasil 
analisis pekerjaan atau jabatan yang memberikan gambaran tentang tugas-tugas 
pokok yang harus dikerjakan. Maka diharapkan dalam pelaksanaan rekrutmen 
PNS pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja (BKPPD) dapat lebih transparan, lebih profesionalisme, adil, dan 
mengutamakan kualitas tanpa adanya kolusi dan nepotisme dari orang dalam 
yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan maupun peraturan 
pemerintah yang berlaku. 
Berdasarkan pada uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti 
dan membahas hal ini menjadi suatu objek penelitian. Adapun judul yang penulis 
ajukan adalah “Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja”  
periode 2010/2011. . 
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I. 2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka penulis 
merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana perencanaan proses seleksi calon pegawai negeri sipil 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja periode 2010/2011? 
2. Bagaimana pelaksanaan proses seleksi calon pegawai negeri sipil 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja 2010/2011? 
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses seleksi calon pegawai 
negeri sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja 2010/2011? 
 
I. 3. Tujuan Penelitian 
Seiring dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka 
tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk: 
1. Menjelaskan perencanaan proses seleksi calon pegawai  negeri sipil 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja 2010/2011. 
2. Menjelaskan pelaksanaan proses seleksi calon pegawai  negeri sipil 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja2010/2011. 
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3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi calon 
pegawai  negeri sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Tana Toraja2010/2011. 
 
I. 4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan 
kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah dan untuk 
menerapkan teori-teori yang penulis telah terima selama masa 
perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.  
2. Bagi pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
masukan untuk meningkatkan pelaksanaan rekrutmen pegawai Negeri 
Sipil.  
3. Bagi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, penelitian ini akan 
melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa 
dan dapat menambah bahan bacaan dan atau referensi bagi 
terciptanya suatu karya ilmiah.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Konsep Manajemen 
II.1.1 Pengertian Manajemen 
Dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman mengenai terjemahan 
terhadap istilah “manajemen” yyang berasal dari bahasa Inggris “Management”. 
Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur. Secara 
etimilogi kata manage (bahasa Italia) diartikan dalam bahasa Prancis “house 
keeping” yang berarti rumah tangga, to rain a horse yang berarti melatih kuda 
dalam menghentak-hentakkan kakinya, to direct and control yang berarti 
memimpin dan mengawasi. 
Pengertian manajemen secara terminologi masih beraneka ragam, tetapi 
pada dasarnya para penulis mengemukakan inti masalah yang sama. Perbedaan 
hanya bersifat gradual dan sudut penalaran yang dilakukan. 
Sebagai bahan perbandingan berikut ini dikemukakan pengertian 
manajemen oleh para ahli seperti dibawah ini: 
Malayu S.P Hasibuan (1984:3) memberikan pengertian manajemen 
sebagai “Ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu”. 
Menurut Sondang P.Siagian (1985:5) bahwa definisi manajemen adalah 
"kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka 
pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. 
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F.X Soedjadi (1995:3) memberikan pengertian tentang manajemen yaitu 
sebagai berikut: 
“Manajemen ialah proses proses kegiatan dari seorang pimpinan 
(manajer) yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara-cara 
pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah 
ditetapkan dengan melalui kerja sama orang-orang lain sebagai sumber 
tenaga kerja,serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu 
yang tersedia untuk itu dengan cara yang setepat-tepatnya.” 
 
Kemudian Djati Julitriarsa dan Jhon Suprianto (1988:13) mengutip 
pendapat G.R Terry bahwa “manajemen adalah soal proses tertentu yang terdiri 
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 
penggunaan setiap ilmu dan seni berasama-sama dan selanjutnya 
menyelesaikan tugas untuk tujuan. 
Dari beberapa pengertian atau definisi yang dikemukakan di atas, jika  
diperhatikan memang ada perbedaan tetapi pada dasarnya para penulis 
mengemukakan inti masalah yang sama. Agar lebih jelasnya dapat ditegaskan 
komponen-komponen sebagai kesimpulan dalam rumusan-rumusan manajemen 
di atas sebagai: 
1. Manajemen adalah paduan antara ilmu pengetahuan dan seni  
2. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan  kooperatif   
dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainnya. 
3. Untuk mencapai tujuan manajemen, tergantung pada kemampuan 
mempergunakan potensi yang ada. 
4. Penerapan manajemen hanya diperuntukkan pada sekelompok manusia 
yang bekerja secara formal dan mempunyai tujuan yang sama pula. 
5. Manajemen adalah sarana untuk mencapai tujuan  yang efektif dan 
efisien. 
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6. Kepemimpinan adalah faktor yang dominan dalam manajemen. 
7. Manajemen merupakan sistem kerjasama yang koperatif dan rasional. 
8. Manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung 
jawab yang teratur.  
 
II.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen 
Manajemen pada hakikatnya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi yang 
bersifat organik dan fungsi yang bersifat pelengkap. Fungsi organik adalah fungsi 
yang mutlak harus dilakukan, sedangkan fungsi pelengkap merupakan fungsi 
yang mendukung pelaksanaan fungsi organik. Dalam tulisan ini hanya dapat 
diuraikan tentang fungsi-fungsi organik dari manajemen. Dikalangan para ahli 
terdapat perbedaan mengenai fungsi yang termasuk fungsi manajemen. Berikut 
ini penulis akan mengemukakan fungsi-fungsi manajemen, menurut rumusan 
yang dikemukakan para ahli. 
Menurut G.R.Terry dalam bukunya berjudul ”Principles Of Management” 
yang diterjemahkan oleh Winardi (1990:11), membagi fungsi-fungsi manajemen 
itu atas empat fungsi yang lebih dikenal dengan istilah POAC, yaitu: 
a. Planing 
b. Organizing 
c. Actuating 
d. Controlling 
Sukarna (1981:66) mengutip pendapat Luther Gullick: yang membagi fungsi 
manajemen atas: 
a. Planning 
b. Organizing 
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c. Staffing 
d. Directing 
e. Coordinating 
f. Reporting 
g. Budgeting 
Selanjutnya Djati Julitriarsa dan John Suprihanto (1988:4-5) yang mengutip 
pendapat Koont O’Donnel dan Niclander yang membagi fungsi manajemen atas: 
a. Planning 
b. Organizing 
c. Staffing 
d. Controlling  
Sedangkan menurut Henry Fayol seperti yang dikutip M. Manullang 
(1988:19) membagi manajemen atas: 
a. Planning 
b. Organizing 
c. Commanding 
d. Coordinating 
e. Controlling 
F.X. Soedjadi (1995:4) membagi fungsi manajemen sebagai berikut: 
a. Perencanaan (Planning) 
b. Pengorganisasian  (Organizing) 
c. Pendorongan  (Motivating) 
d. Pengendalian (Controlling) 
Kemudian LAN-RI (1984:30) membagi fungsi manajemen atas: 
“perencanaan, penggerakan, dan pengawasan”. 
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Sedangkan Sondang P.Siagian (1985:8)  membagi fungsi manajemen atas: 
a. Perencanaan (Planning) 
b. Pengorganisasian (Organizing) 
c. Pemberi motivasi (Motivation) 
d. Pengawasan (Controlling) 
e. Penilaian (Evaluating) 
Selanjutnya Aisah Zuhri,dkk. (1995:5) membagi fungsi manajemen atas : 
a. Perencanaan 
b. Pengorganisasian 
c. Pengarahan 
d. Pengkomunikasian 
e. Pengendalian 
Selanjutnya T. Hani Handoko (1988:6) mengutip pendapat James Stoner 
membagi fungsi manajemen menjadi : 
a. Perencanaan 
b. Pengorganisasian 
c. Pengarahan 
d. Pengawasan 
Masih banyak sarjana / penulis yang membagi fungsi manajemen 
kedalam berbagai fungsi, akan tetapi menurut penulis beberapa defenisi diatas 
sudah cukup mewakili untuk menguraikan pembahasan dalam tulisan 
selanjutnya. 
Walaupun fungsi-fungsi manajemen diatas berbeda oleh setiap tokoh 
yang mengemukakannya, akan tetapi masih ada keseragaman cara berpikir. Hal 
ini terutama terbukti adanya fungsi manajemen yang sama disebut oleh 
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sarjana/penulis sebagimana yang dikemukakan diatas. Adapun fungsi-fungsi itu 
ialah: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan 
(actuating), dan pengawasan (controlling). 
Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan fungsi-fungsi manajemen 
sebagi berikut : 
 
II.1.2.1 Perencanaan (planning) 
Perencanaan berhubungan dengan pemilihan sasaran/tujuan strategis, 
kebijaksanaan program dan prosedur pencapaiannya. Perencanaan merupakan 
fungsi dasar dari manajemen. Hal ini dapat dimengerti bahwa tanpa 
perencanaan tidak akan ada fungsi-fungsi organik lainnya yang akan 
dilaksanakannya. 
Batasan tentang perencanaan sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, 
namun formulasinya banyak yang berbeda antara lain sebagai berikut : 
Menurut Sondang P.Siagian (1985:108) perencanaan dapat didefenisikan 
sebagai “keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada 
hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. 
Sedangkan Soedinar. H dan Soeripto (1977:17) memberikan defenisi 
“Perencanaan adalah penentuan lebih dahulu apa yang akan dikerjakan”. 
Dari kedua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan 
merupakan proses penentuan dimuka mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan 
kemudian. Hasil dari perencanaan adalah rencana, sebagaimana pendapat 
Bintaro  (1991:32-33) yang berbunyi “Suatu rencana adalah design kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksankan dengan menggunakan potensi sumber-sumber 
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secara sebaik mungkin untuk mencapai suatu tujuan dalam dimensi waktu 
tertentu”. 
Adapun kegunaan dan pentingnya diadakan suatu rencana atau 
perencanaan kerja menurut Indriyo Gitusudarmo (1990:118) adalah sebagai 
berikut:  
1) Perencanaan dapat membedakan arah bagi setiap kegiatan dengan 
jelas. Dengan adanya kejelasan arah tersebut maka kegiatan akan dapat 
dilaksanakan dengan efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin. 
2) Organisasi dapta mengetahui apakah tujuan-tujuan telah dicapai. 
Dengan demikian, koreksi-koreksi terhadap penyimpangan dari tujuan 
yang  telah ditetapkan dapat diketahui seawal mungkin. Hal ini dapat 
menghindarkan organisasi dari pemborosan-pemborosan dan usaha-
usaha yang tidak menunjang pencapaian tujuan organisasi. 
3) Memudahkan pelaksanaan kegiatan untunk mengidentifikasi hambatan-
hambatan yang mungkin timbul dalam mencapai tujuan tersebut. 
Dengan memperhitungkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, 
persiapan untuk menghadapinya akan lebih terarah. 
4) Menghindarkan pertumbuhan dan dan perkembangan yang tak 
terkendali. 
 
II.1.2.2. Pengorganisasian (organizing) 
Pengorganisasian adalah suatu usaha  yang ditempuh agar sekelompok 
manusia  yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dapat berjalan 
dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan semula. 
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Fungsi organizing adalah fungsi pimpinan untuk menetapkan dan 
mengatur kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan, mengadakan 
pembagian kerja, menempatkan orang-orang yang berwenang pada kesatuan-
kesatuan organisatoris dan menetapkan batas-batas wewenang yang diperlukan 
dalam pelaksanaan tugas masing-masing. 
Menurut Sukanto Reksohardiprojo (2000:31) “Pengorganisasian adalah 
proses menciptakan hubungan antara fungsi-fungsi personalia dan faktor fisik 
agar supaya kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan, disatukan dan dikerahkan 
dalam pencapaian tujuan bersama”. Sedangkan G.R.Terry seperti dikutip oleh 
Malayu S.P Hasibuan (2001:40) yang mendefenisikan “Pengorganisasian 
sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif 
antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dengan 
demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas 
tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”. Dan menurut F.X. 
Soedjadi (1995:4) bahwa “pengorganisasian adalah proses penyusunan 
pembagian kerja kedalam unit-unit kerja dan fungsinya beserta penetapannya 
dengan cara yangtepat mengenai hubungan wewenang dan tanggung jawab”. 
Pengorganisasian berhubungan dengan pengaturan struktur melalui 
penentuan kegiatan. Struktur organisasi bukan suatu tujuan tetapi suatu alat 
dalam mencapai tujuan organisasi. Struktur ini harus sesuai dengan tugas yang 
menggambarkan pembatasan atau persetujuan yang telah diletakkan oleh 
pimpinan terhadap seseorang yang bekerja dalam organisasi. Keterbatasan yang 
dimiliki oleh pimpinan menyebabkan keharusan mengadakan pengelompokan 
tugas dan pekerjaan (departementasi). 
Adapun tujuan dari departementasi adalah sebagai berikut: 
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1) Mempermudah pelaksanaan tugas. Suatu pekerjaan yang besar menjadi 
kegiatan yang lebih kecil dan tugas itu diberikan kepada orang yang 
sesuai dengan keadilan. 
2) Mempermudah pimpinan mengawasi bawahan. Adanya pembagian 
tugas yang diberikan pada pegawai tertentu memberikan penegasan 
siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada 
pimpinan, memberi penegasan apa yang akan dikerjakan oleh setiap 
bawahan. 
3) Mempermudah pencapaian tujuan, sebab pegawai mengetahui apa yang 
harus dilakukan. 
4) Bertujuan untuk dapat menentukan orang-orang yang dibutuhkandalam 
memangku tugas-tugas yang ada. Perincian tugas memberi petunjuk 
siapa yang dapat memangku jabatan. 
 
II.1.2.3  Pengarahan (actuating) 
Penggerakan merupakan kegiatan agar orang lain dapat membantu atau 
bekerja sebagaimana yang telah dipersiapkan dalam perencanaan agar tercapai 
tujuan. 
Adapun defenisi penggerakan menurut Sondang P. Siagian (1985:128) 
adalah “keseluruhan proses pemberian motiv bekerja kepada para bawahan 
sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan iklas demi tercapainya 
tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis”. 
Dalam proses menggerakkan orang atau bawahan bukanlah suatu 
pekerjaan yang mudah. Untuk dapat menggerakkannya, dituntut bahwa manajer 
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haruslah mampu atau mampu mempunyai seni untuk menggerakkan orang lain, 
yang disebut dengan kepemimpinan (leadership). 
 
II.1.2.4. Pengawasan (controlling) 
Pengawasan adalah tindakan penelitian atau perbaikan terhadap 
bawahan untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. 
Penilaiannya apakah hasil pelaksanaannya sesuai atau tidak bertentangan 
dengan rencana. Jika terlihat penyimpangan maka segera dilakukan perbaikan. 
Perbaikan penyimpangan tersebut akan dapat membantu dan menjamin 
penyelesaian rencana itu. 
Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan-
kegiatan dalam proses pencapaian tujuan. 
M. Manullang (1988:173) memberikan batasan pengertian tentang 
pengawasan sebagai “suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa 
yang sudah dilaksanakan, menilainya dam mengoreksi bila perlu dengan maksud 
supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 
T. Hani Handoko (1999:25) memberikan pengertian pengawasan 
(controlling) sebagai “penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 
menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. 
Empat unsur pengawasan atau pengendalian adalah: 
1) Penetapan standar pelaksanaan 
2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan 
3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar 
yang ditetapkan 
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4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 
menyimpang dari standar. 
 
II.2. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 
II.2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 
Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber 
daya manusia atau human resources. Pentingnya sumber daya manusia ini, 
perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya 
teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi 
keberhasilan suatu organisasi.  Menurut Buchari Zainun (2001, hal. 17), 
manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan 
dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen 
sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik 
dengan manajemen itu sendiri. 
Beberapa pengertian tentang manajemen sumber daya manusia, antara 
lain : 
1. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan, 
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai 
berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. (Flipo, 1989) 
2. Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, 
pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia 
oleh organisasi. (French dalam Soekidjo, 1991) 
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Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen sumber 
daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia atau pegawai yang 
mencakup; penerimaan, penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber 
daya manusia yang ada. 
 
II.2.2. Proses Manajemen Sumber Daya Manusia 
Proses manajemen sumber daya manusia yang akan dibahas, 
sebagaimana disampaikan oleh Pigors dan Myers (1961) yaitu menekankan 
pada; recruitment (pengadaan), maintenance (pemeliharaan) dan development 
(pengembangan). 
Pengadaan Sumber Daya Manusia 
Recruitment disini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan 
mengisi formasi  yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, 
pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. 
Pengadaan yang dimaksud disini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat 
merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi pengadaan disini adalah 
upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi 
jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas.   Jadi bisa berupa recruitment 
from outside dan recruitment from within. 
Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfatan SDM 
yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa 
promosi. Untuk pengadaan pekerja dari luar tahapan seleksi memegang peran 
penting. Seleksi yang dianjurkan bersifat terbuka (open competition) yang 
didasarkan kepada standar dan mutu yang sifatnya dapat diukur (measurable). 
Pada seleksi pekerja baru maupun perpindahan baik promosi dan tanpa promosi, 
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harus memperhatikan unsur-unsur antara lain; kemampuan, kompetensi, 
kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian. 
Tahapan pemanfaatan SDM ini sangat memegang peranan penting, dan 
merupakan tugas utama dari seorang pimpinan. Suatu hal yang penting disini 
adalah memanfaatkan SDM atau pekerja secara efisien, atau pemanfaatan SDM 
secara optimal, artinya pekerja dimanfaatkan sebesar-besarnya namun dengan 
tetap memperhatikan dan mempertimbangkan batas-batas kemungkinan 
pemanfaatan yang wajar. Orang tidak merasa diperas karena secara wajar pula 
orang tersebut menikmati kemanfaatannya. 
Prinsip pemanfaatan SDM yang terbaik adalah prinsip satisfaction yaitu 
tingkat kepuasan yang dirasakan sendiri oleh pekerja yang menjadi pendorong 
untuk berprestasi lebih tinggi, sehingga makin bermanfaat bagi organisasi  dan 
pihak-pihak lain. Pemanfaatan SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
mulai dari yang paling mudah dan sederhana sampai cara yang paling canggih.  
Pemanfaatan SDM perlu dimulai dari tahap pengadaan, dengan prinsip the right 
man on the right job. 
 
Pemeliharaan Sumber Daya Manusia 
Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap 
pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran (reward system) 
akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi.  Tujuan utama dari 
pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah 
dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal.  Sumber daya manusia yang 
tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang 
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wajar, dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja 
tidak optimal. 
Pemeliharaan SDM pada dasarnya untuk memperhatikan dan 
mempertimbangkan secara seksama hakikat manusianya.  Manusia memiliki 
persamaan disamping perbedaan, manusia mempunyai kepribadian, mempunyai 
rasa, karya, karsa dan cipta.  Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan,  
keinginan, kehendak dan kemampuan, dan manusia juga mempunyai harga 
diri.   Hal-hal tersebut di atas harus menjadi perhatian pimpinan dalam 
manajemen SDM. 
Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan sistem ganjaran (reward 
system), baik yang berupa finansial, seperti gaji, tunjangan, maupun yang 
bersifat material seperti; fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan, dll dan 
juga berupa immaterial seperti ; kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, 
dan lain-lain. Pemeliharaan dengan sistem ganjaran ini diharapkan dapat 
membawa pengaruh terhadap tingkat prestasi dan produktitas kerja. 
 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi perlu 
pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan 
organisasi.  Apabila organisasi ingin berkembang seyogyanya diikuti oleh 
pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia 
ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang 
berkesinambungan. 
Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangaan 
SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian.   
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Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang 
digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan 
peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki 
suatu jabatan atau tugas tertentu. 
Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan 
analisis kebutuhan atau need assessment, yang menyangkut tiga aspek, yaitu : 
(1)  analisis organisasi, untuk menjawab pertanyaan : "Bagaimana organisasi 
melakukan pelatihan bagi pekerjanya", (2) analisis pekerjaan, dengan 
pertanyaan : " Apa yang harus diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu 
melaksanakan tugas atau pekerjaannya" dan (3) analisis pribadi, menekankan 
"Siapa membutuhkan pendidikan dan pelatihan apa". Hasil analisis ketiga aspek 
tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan atau kinerja pegawai 
yang ada di organisasi tersebut. 
Kinerja atau performance  dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
disingkat "ACIEVE" yaitu : ability (kemampuan pembawaan), capacity 
(kemampuan  yang dapat dikembangkan), incentive (insentif material dan non-
material), environment (lingkungan tempat kerja), validity (pedoman, petunjuk 
dan uraian kerja) dan evaluation (umpan balik hasil kerja). Dari beberapa faktor 
di atas, yang dapat diintervensi dengan pendidikan dan pelatihan adalah capasity 
atau kemampuan pekerja yang dapat dikembangkan, sedangkan faktor lainnya 
diluar jangkauan pendidikan dan pelatihan. 
 
II.3 Konsep Rekrutmen 
II.3.1 Pengertian Rekrutmen 
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Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien 
sangat tergantung pada kualitas proses rekrutmennya. Semakin baik prosesnya, 
semakin besar pula kemungkinan didapatkannya individu-individu yang sangat 
memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan organisasi . Rekrutmen 
atau Penerimaan tenaga kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 
organisasi, baik jumlah maupun kualitasnya, untuk kegiatan tersebut diperlukan 
kegiatan penarikan. 
Menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa  Penarikan (rekrutmen) 
adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan (pelamar) yang 
mampu untuk melamar sebagai karyawan.  Pengelolaan unsur manusia mulai 
dari perencanaan sampai pada tahap akhir, pada intinya diorientasikan untuk 
tahap mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Dalam hal 
ini mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kerja yang memenuhi syarat 
sebanyak mungkin. 
Selain itu menurut T.Hani Handoko,  Penarikan berkenaan dengan 
pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan di seleksi 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Dari pengertian di atas 
tentang rekrutmen, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rekrutmen 
adalah proses menghasilkan satu kelompok para pelamar kerja yang memenuhi 
syarat untuk bekerja di dalam organisasi. Kegiatan rekrutmen sebagai suatu 
proses selalu diikuti dengan seleksi untuk menemukan kesesuaian kebutuhan 
dengan kemampuan pribadi sumber daya manusia. Menurut Ibrahim Bafadal 
.Rekrutmen guru merupakan satu aktivitas manajemen yang mengupayakan 
didapatkannya seorang atau lebih calon pegawai yang betul-betul potensial 
untuk menduduki posisi tertentu di sebuah lembaga. Sebagai bagian dari 
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organisasi seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada memang harus 
mendapatkan perhatian, karena mereka akan memberikan kontribusinya masing-
masing dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Rekrutmen yang efektif dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat 
melaksanakan sejumlah kegiatan ini di dalam proses tersebut. Menurut Stoner 
kegiatan yang dilaksanakan dalam proses rekrutmen adalah sebagai berikut: 
1) Menentukan dan membuat kategori kebutuhan Sumber Daya Manusia 
jangka pendek dan jangka panjang 
2) Selalu memperhatikan perubahan kondisi di dalam pasar tenaga kerja 
3) Mengembangkan media (promosi) rekrutmen yang paling sesuai untuk 
menarik para pelamar. 
4) Menyimpan data tentang jumlah dan kualitas peramal pekerja dari setiap 
sumber 
5) Menindaklanjuti dari setiap permohonan pelamar kerja untuk kemudian 
melakukan evaluasi efektivitas dengan upaya rekrutmen yang telah 
dilakukan. 
 
II.3.2.Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil 
II.3.2.1. Proses Formasi Pegawai Negeri Sipil 
Sebelum melakukan rekrutmen pegawai didahului proses Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Formasi PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2003 telah ditentukan Pokok-pokok Penyusunan Formasi 
Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi satuan organisasi pemerintah. Menurut 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud formasi adalah jumlah 
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dan susunan pangkat pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan 
organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang 
penerbitan dan penyempurnaan Aparatur Negara.  
Tujuan penetapan formasi sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2003 ada 
beberapa tahapan dan persyaratan yaitu:  
1. Dasar Penyusunan Formasi  
Pada umumnya dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan 
formasi suatu unit organisasi adalah:  
a. Jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan 
oleh suatu unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, 
umpamanya pekerjaan mengetik, jaga malam, mengobati penyakit, 
dan lain-lain. Jenis- jenis pekerjaan yang ada dalam setiap 
departemen dan lembaga harus dikumpulkan, dikelompokkan, dan 
disusun secara sistematis, sehingga mudah dicari apabila diperlukan.  
Pada pokoknya, jenis-jenis pekerjaan itu dapat dikelompokkan ke 
dalam 2 (dua) kelompok, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang bersifat 
umum dan jenis-jenis pekerjaan yang bersifat khusus. Jenis-jenis 
pekerjaan yang bersifat umum, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang ada di 
setiap departemen dan lembaga seperti mengetik, urusan 
kepegawaian, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan lain-lain. 
Jenis pekerjaan yang bersifat khusus, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang 
hanya ada pada departemen atau lembaga tertentu, seperti pekerjaan 
mengobati penyakit hanya ada pada lingkungan Departemen 
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Kesehatan, memeriksa perkara hanya ada pada lingkungan kejaksaan 
dan pengadilan, dan lain-lain. 
b. Sesudah jenis pekerjaan yang diketahui, maka harus pula diketahui 
sifat dari masing-masing pekerjaan itu. Dalam menentukan sifat 
pekerjaan dapat ditinjau dari beberapa sudut, umpamanya dari sudut 
waktu kerja, sudut pemusatan perhatian, sudut resiko pribadi yang 
mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain.  
c. Perkiraan beban kerja, yaitu frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-
masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya 
beban kerja itu dapat dibagi dalam beban kerja yang dapat diukur, 
beban kerja yang sulit diukur, dan beban kerja yang tidak mungkin 
diukur.  
d. Perkiraan kapasitas pegawai, yaitu perkiraan kemampuan rata-rata 
seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam 
jangka waktu tertentu. Perkiraan kapasitas pegawai perlu diketahui 
untuk menentukan junlah pegawai yang diperlukan untuk masing-
masing jenis pekerjaan. Walaupun jenis pekerjaan sama, tetapi beban 
kerja dan perkiraan kapasitas pegawai berlainan pula jumlah pegawai 
yang diperlukan.  
e. Kebijaksanaan pelaksanaan pekerjaan, yaitu kebijakan pelaksanaan 
pekerjaan apakah dilakukan sendiri ataupun diborongkan 
(outsourcing). Kebijaksanaan pelaksanaan pekerjaan untuk suatu jenis 
pekerjaan sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan jumlah 
pegawai.  
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f. Jenjang dan jumlah jabatan dan pangkat yang tersedia dalam suatu 
organisasi mempunyai pengaruh dalam penyusunan formasi, karena 
piramida jabatan dan pangkat yang serasi adalah merupakan salah 
satu syarat mutlak untuk dipelihara oleh suatu organisasi yang baik. 
Sebagaimana diketahui, bahwa semakin tinggi suatu pangkat atau 
jabatan semakin terbatas jumlahnya, oleh sebab itu, makin terbatas 
pula jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mungkin mencapai jabatan atau 
pangkat yang lebih tinggi itu dan tentu saja membutuhkan persyaratan 
yang lebih berat juga.  
g. Alat yang tersedia atau diperkirakan dalam melaksanakan tugas. 
Makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, 
dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah Pegawai Negeri Sipil yang 
diperlukan untuk mengerjakan suatu jenis pekerjaan tertentu. Tetapi 
makin menghendaki kualitas yang makin tinggi.  
1. Sistem Penyusunan Formasi 
Dalam penyusunan formasi, pada umumnya ada 2 (dua) sistem yang 
biasanya digunakan yaitu:  
a. Sistem sama, yang dimaksud sistem sama adalah sistem yang 
menentukan jumlah dan kualitas yang sama baik semua unit organisasi 
yang sama, dengan tidak memerhatikan besar kecilnya beban kerja. 
Sistem ini biasanya digunakan pada organisasi yang sudah 
distandarisasikan.  
b.  Sistem ruang lingkup, yang dimaksud dengan sistem ruang lingkup 
adalah suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas berdasarkan 
jenis, sifat, dan beban kerja yang dipikulkan pada unit organisasi itu. 
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Menurut sistem ini, walaupun tingkat satuan organisasi sama, tetapi 
kalau beban kerjanya berlainan, maka berlainan pula jumlah pegawai 
yang ditentukan bagi masing-masing unit organisasi itu. 
2. Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil 
Untuk dapat menyusun formasi yang tepat, maka harus disusun lebih 
dahulu “analisis kebutuhan pegawai”. Analisis kebutuhan pegawai adalah 
suatu proses menganalisis secara logis dan teratur untuk dapat mengetahui 
jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan oleh suatu unit 
organisasi agar mampu melaksanakan tugasnya serta berdaya guna, 
berhasil guna, dan berkelangsungan. Tujuan dari analisis kebutuhan 
pegawai adalah sebagai salah satu usaha agar setiap pegawai yang ada 
pada setiap unit organisasi mempunyai pekerjaan. 
Salah satu alat untuk membuat analisis kebutuhan Pegawai Negeri 
Sipil adalah adanya uraian jabatan (job description) yang tersusun rapi. 
Dengan adanya uraian jabatan, maka dapatlah diketahui jenis jabatan, 
ruang lingkup tugas yang dapat dilaksanakan, sifat pekerjaan, syarat-syarat 
pejabat, dan dapat pula diketahui perkiraan kapasitas pegawai dalam 
jangka waktu tertentu. 
3. Anggaran Belenja Negara yang Tersedia 
Anggaran Belanja Pegawai Negeri Sipil yang dapat disediakan oleh 
negara sangat menentukan pelaksanaan pemenuhan formasi. Karena, 
walaupun formasi telah disusun secara tepat berdasarkan norma-norma 
yang rasional, tetapi akhirnya tetaplah anggaran belanja yang dapat 
disediakan negara yang menetukan, apakah formasi yang telah disusun itu 
dapat terpenuhi atau tidak. 
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II.3.2.2. Proses Pengadaan Pegawai negeri Sipil 
Setelah melalui formasi PNS, maka tahapan selanjutnya adalah hasil dari 
formasi tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pengadaan atau rekrutmen 
CPNS. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi 
formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam formasi dalam suatu satuan 
organisasi Negara pada umumnya disebabkan oleh 2 (dua) yaitu, adanya 
Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau adanya perluasan organisasi. Karena 
pengadaan Pegawai Negeri Sipil ini adalah untuk keperluan, baik dalam arti 
jumlah, maupun dalam arti mutu. Kebijakan pengadaan PNS ini diatur oleh 
Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai 
Negeri sipill. 
Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, 
pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
sampai dengan pengangkatan CPN menjadi Pegawai Negeri (PN). Secara 
prinsip, pengadaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lebih 
mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Pendekatan pegawai menggunakan 
pendekatan zero growth dimana pengadaan pegawai didasarkan untuk 
mengantikan pegawai yang pensiun. Jadi, pengadaan pegawai/ rekrutmen tidak 
mesti dilakukan tiap tahun. 
Proses pengadaan pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan:  
a. Pengidentifikasian kebutuhan untuk melakukan pengadaan;  
b. Mengindentifikasi persyaratan kerja;  
c. Menetapkan sumber-sumber kandidat;  
d. Menyeleksi kandidat;  
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e. Memberitahukan hasilnya kepada para kandidat; dan  
f. Menunjuk kandidat yang lolos seleksi.  
Instansi yang menetapkan jumlah pegawai yang direkrut, yaitu Badan 
Kepegawaian Negara dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
(Menpan) karena terkait dengan anggaran yang masih menanggung semua gaji 
PNS. Sedangkan instansi yang berwenang melakukan rekrutmen pada 
pemerintah pusat adalah biro/bagian kepegawaian dari masing-masing instansi, 
sedang di daerah yang bertanggung jawab adalah Badan Kepegawaian Derah 
(BKD). 
II.3.2.3. Persyaratan 
Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil:  
1. Warga Negara Indonesia;  
2. Pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berusia 
sekurang-kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun;  
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini, tidak 
termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan;  
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;  
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri:  
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang 
diperlukan; Berkelakuan baik;  
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7. Sehat jasmani dan rohani;  
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara 
lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan  
9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 
 
II.3.2.4. Pengumuman 
Setiap pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan seluas-
luasnya melalui media masa yang tersedia dan/atau bentuk lain yang mungkin 
digunakan agar diketahui oleh umum. Dengan pengumuman tersebut, di 
samping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara 
Indonesia, juga lebih memungkinkan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah untuk mencari Calon Pegawai Negeri Sipil yang cakap dalam 
menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengumuman penerimaan 
pegawai harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sebelum 
penerimaan lamaran. 
Dalam pengumuman dicantumkan antara lain:  
1. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;  
2. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;  
3. Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar;  
4. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;  
5. Batas waktu pengajuan surat lamaran;  
6. Waktu dan tempat seleksi; dan  
7. Lain-lain yang dianggap perlu.  
 
II.3.2.5. Pelamaran 
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Surat lamaran ditulis tangan sendiri. Surat lamaran ditujukan kepada 
Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan melampirkan:  
1. Fotokopi STTB/Ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang. 
2. Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/ Dinas Tenaga Kerja 
setempat  
3. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. 
 
II.3.2.6. Penyaringan  
Penyaringan pelamar dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan 
administratif dan ujian penyaringan Dalam pemeriksaan administratif, surat 
lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti apakah sesuai dengan persyaratan 
yang diperlukan. Pemeriksaan surat lamaran secara fungsional oleh pejabat 
yang diserahi tugas urusan kepegawaian. Surat lamaran yang tidak memenuhi 
syarat administratif dikembalikan dan disebutkan alasan pengembaliannya. Surat 
lamaran yang memenuhi mengikuti ujian penyaringan. 
Pada umumnya materi ujian penyaringan terdiri dari:  
a. Pemeriksaan/tes administrasi untuk mencocokkan pelamar data pelamar 
dengan formasi yang ada;  
b. Tes kompetensi/ akademik. Lingkup materi tes kompetensi disesuaikan 
dengan tingkat kepentingannya oleh Tim Psikologis;  
c. Tes kesehatan dilaksanakan oleh Tim Kesehatan yang ditunjuk; dan  
d. Dan yang terakhir dilakukan tes wawacanra.  
Adapun materi tes seleksi meliputi:  
a. Tes pengetahuan umum; materi tes yang diberikan meliputi: Bahasa 
Indonesia, falsafah/idiologi Negara, Garis-garis Besar Haluan Negara, 
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Tata Negara Indonesia, Sejarah Indonesia, Kebijaksanaan Pemerintah, 
Lain-lain yang dipandang perlu.  
b. Bahasa Inggris; 
c. Tes Pengetahuan Akademik; 
d. Psikotes; dan  
e.  Wawancara. 
 
II.3.2.7. Pengumuman Pelamar Yang Diterima 
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pelamar yang diterima 
berdasarkan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. 
Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan 
nomor peserta ujian yang diterima melalui media masa atau dalam benruk 
lainnya. Di samping pengumuman melalui media masa, kepada pelamar yang 
diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat. Dalam 
pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut diberitahukan kapan, kepada 
pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor. Batas waktu melapor sekurang-
kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan 
tersebut. Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan 
tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri. Pelamar yang ditetapkan 
diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada 
Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu: 
1. Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
2. Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku. 
3. Pasfoto ukuran 3x4 cm sesuai kebutuhan.  
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4. Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri. 
5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak 
mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat 
adiktif lainnya dari dokter. 
6. Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. 
7. Surat pernyataan tentang:  
a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, 
karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;  
b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 
c.  Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;  
d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau 
negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;  
e. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.  
8. Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang 
telah mempunyai pengalaman bekerja. Khusus bagi yang pada saat 
diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga 
puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus 
melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya 
pada instansi pemerintah. 
 
II.3.2.8. Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil 
35 
 
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian 
penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai 
Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor 
Identitas Pegawai Negeri Sipil menurut tata cara yang ditentukan. Kepala Badan 
Kepegawaian Negara memberikan NIP bagi yang memenuhi syarat, sebagai 
dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan keputusan 
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Penetapan pengangkatan 
Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tahun anggaran yang berjalan, yaitu 
tahun anggaran penetapan formasi, pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah 
pemberian NIP. Dalam hal pemberian NIP pada bulan terakhir tahun anggaran 
yang berjalan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mulai tanggal 1 
bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan, kecuali ada kebijakan lain dari 
Pemerintah Pusat. Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon 
Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat ke 
alamatnya Selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya surat keputusan, 
Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus sudah melapor pada 
satuan unit organisasi. 
 
II.3.2.9. Proses Penempatan Pegawai Baru 
Salah satu cara efektif yang sering digunakan dalam penempatan pegawai 
baru adalah dengan cara orientasi. Program orientasi dimaksudkan untuk 
mensosialisasikan kepada pegawai baru mengenai hal-hal yang terkait dengan 
organisasi. Misalnya kultur atau budaya organisasi, nilai-nilai organisasi yang 
dianut, norma-norma yang berlaku, dan sebagainya. Program orientasi biasanya 
36 
 
untuk jangka waktu satu sampai dengan tiga bulan dengan cara berpindah-
pindah unit kerja, sehingga pada saat penempatan nanti pegawai baru sudah 
memahami cara bertindak dan berlaku yang dapat diterima oleh pegawai lama. 
Setelah melalui masa orientasi, kemudian pegawai ditempatkan sesuai dengan 
kebutuhan unit kerja dan dan kompetensi pegawai pada waktu direkrut. Institusi 
yang bertanggung jawab dalam hal adalah biro/bagian kepegawaian di 
pemerintah pusat dan Badan Kepegawaian Daerah di daerah.  
Sebelum diangkat sebagai pegawai tetap pegawai baru berstatus sebagai 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan diharuskan mengikuti Diklat Prajabatan. 
Secara nasional pembinaan Diklat Prajabatan dilakukan oleh Lembaga 
Administrasi Negara sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh daerah masing-
masing. 
 
II.4. Konsep Pegawai Negeri Sipil 
II.4.1 Pengertian Pegawai Negeri 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang setelah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu 
peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pegawai Negeri sipil terbagi atas: 
1. Pegawai Negeri Pusat 
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Penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 
menyatakan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri Pusat adalah mereka 
yang: 
a) Gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada Departemen, Lembaga 
Pemerintah Non-Departemen, Kesekertariatan Lembaga Tertinggi/tinggi 
Negara, Instansi Vertikal di daerah dan Kepaniteraan Pengadilan. 
b) Bekerja pada Perusahaan Jawatan. 
c) Dipekerjakan Pada Daerah otonom. 
d) Berdassarkan suatu peraturan perundangan dipekerjakan pada badan lain, 
seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain. 
e) Menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan 
negeri dan Pengadilan tinggi dan lain-lain. 
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Sipil Daerah Otonom. 
3. Pegawai negeri sipil laiinnya 
Disamping Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah 
terdapat pula kategori pegawai negeri sipil lainnya yang dalam hal-hal tertentu 
seperti sumber penggajian dan sebagainya dapat dimasukkan kedalam 
kategori Pegawi Negeri Sipil. 
 
II.4.2. Formasi Pegawai Negeri Sipil 
II.4.2.1. Pengertian Formasi Pegawai Negeri Sipil 
Dalam pasal 15 Undang-undang Pokok Kepegawaian (UPK) 1974 
disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang 
diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan 
jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Jadi, formasi adalah 
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penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
diperluka unrtuk dapat melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan beban kerja yang dibebankan pada suatu 
organisasi. 
Dalam peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan formasi pegawai 
negeri sipil adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang 
diperlukan oleh suatu satuan organisasi Negara untuk dapat melaksanakan 
tugas pokok selama jangka waktu tertentu  yang ditetapkan oleh menteri yang 
bertanggung jawab dalam bidanfd penertiban dan penyempurnaan aparatur 
Negara. 
 
II.4.2.2. Tujuan Penetapan Formasi 
Tujuan penetapan formasi PNS ialah agar satuan-satuan organisasi 
Negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban 
kerja yang dipikulkan pada satuan-satuan organisasi. 
Yang dimaksud dengan satuan organisasi Negara adlah satuan-satuan 
organisasi pemerintah, satuan-satuan organisasi kesekretariatan lembaga 
tertinggi /tinggi Negara, dan satuan-satuan organisasi badan-badan dan 
pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976, dijelaskan 
bahwa organisasi adalah alat untukmencapai tujuan. Oleh sebab itu, organisasi 
harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok yang harus 
dilaksanakan dalam mencapai tujuan itu. Karena tugas pokok dapat berkembang 
dari waktu ke waktu, jumlah dan mutu pegawai negeri sipil pun harus selalu 
disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Perkembangan tugas pokok 
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dapat mengakibatkan makin besarnya jumlah pegawai negeri sipil yang 
diperlukan, dan sebaliknya, karena kemajuan teknologi di bidang peralatan, 
dapat pula mengakibatkan makin sedikitnya Pegawi negeri Sipil yang diperlukan.  
 
II.5. Kerangka Pikir 
Dalam mencapai tujuan organisasi, sangat dibutuhkan adanya proses 
manajemen yang baik, yaitu suatu cara yang sistematik untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan manajemen dalam hal ini menyangkut proses seleksi calon 
pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Toraja. Hal itu 
dapat dibuktikan dengan adanya proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam peraturaan perundang-
undangan ataupun perraturan yang mengatur hal tersebut. Dalam hal ini penulis 
ingin mejelaskan pelaksanaan manajemen itu sendri dalam proses rekrutmen, 
sebagaimana ditunjukkan dalam bagan berikut: 
Gambar II.1 
Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantor BKPPD 
Kab. Tana 
Toraja 
Formasi 
Pegawai 
 
PROSES SELEKSI 
 Perencanaan 
 Pelaksanaan 
 pengawasan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III. 1. Jenis Penelitian 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan deskripitf, maksudnya hasil penelitian ini 
akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, factual 
dan akurat terhadap objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif merupakan suatu 
jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap 
fenomena tertentu. 
Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah penelitian yang dilakukan 
hanya bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau kmenggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk 
memperoleh data yang objektif terkait dengan judul penulisan ini yaitu ”Proses 
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja” pada periode 2010/2011. 
 
III. 2. Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
tipe penelitian studi kasus digunakan untuk melacak peristiwa-peristiwa 
kontemporer, bila peristiwa yang relevan tidak dapat dimanipulasi. Studi kasus 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif yaitu studi 
kasus tunggal yang hanya mencakup sebuah lingkungan social dan suatu 
periode waktu. Sedangkan dasar penelitian adalah mengecek kembali dengan 
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wawancara kepada narasumber/informan yang berisi petanyaan-pertanyaan 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rumusan masalah. 
 
III. 3. Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu Kantor Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). 
 
III. 4. Informan Penelitian 
Informan adalah jumlah keseluruhan dari karektiristik atau unit hasil 
pengukuran yang menjadi objek penelitian. Informan dari penelitian ini adalah: 
1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. 
2. Sekertaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. 
3. Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
4. Staf pegawai pada Bidang Data dan Perencanaan pegawai Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
5. Pelamar calon pegawai negeri sipil yang lulus seleksi. 
6. Pelamar calon pegawai negeri sipil yang tidak lulus seleksi. 
 
III. 5. Sumber Data 
Dalam rangka pengumpulan data,maka peneliti memperoleh data sesuai 
dengan yang dibutuhkanmelalui beberapa sumber data sebagai berikut, yaitu : 
a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang 
diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap sanggat berpotensi 
dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan 
dokumen serta data ynag diambil dari suatu organisasi atau perusahaan 
dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian 
berupa bahan bacaan , bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian yang 
terdahulu. 
 
III. 6. Defenisi Operasional 
Defenisi operasional digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya ilmiah ini, maka penulis 
akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap 
penelitian karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut: 
1. Rekrutmen adalah proses mencari, mengadakan, menemukan, dan 
menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. 
2. Fungsi manajemen adalah menrencanakan, mengorganisasikan, 
mengarahkan, dan mengontrol setiap kerja organisasi. 
3. Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk 
melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 
4. Pengetehuan yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang 
tertentu. Pengetehuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes 
pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk memilih jawaban 
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yang benar, tetapi tidak bias melihat apakah seseorang dapat 
melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 
5. Keahlian adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu 
baik secara fisik maupun mental. 
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi adalah: 
a. Internal Organisasi 
- Anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai menentukan 
berapa banyak pegawai baru yang boleh direkrut, untuk 
menempati jabatan apa dan melakukan pekerjaan apa. 
- Kebijaksanaan atau strategi organisasi mengenai arah perjalanan 
organisasi di masa yang akan dating.  
b. Eksternal organisasi 
- Rekrutmen berdasarkan faktor ekonomi 
Yang menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran 
pegawai. Pada saat resesi ekonomi akan terjadi kecenderungan 
penawaran tenaga kerja meningkat, sebaliknya pada saat 
ekonomi mengalami pertumbuhan permintaan pegawai 
meningkat.  
- Rekrutmen berdasarkan pengangkatan secara politis 
Faktor politik sangat kuat mempengaruhi rekrutmen, terutama 
untuk posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Ada beberapa 
pegawai yang direkrut berdasarkan pada pertimbangan politik. 
Faktor politik mempengaruhi rekrutmen karena prioritas program 
mempengaruhi permintaan dan pemawaran untuk bermacam-
macam jabatan politik. 
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- Rekrutmen berdasarkan pengaruh affirmative action 
Affirmative action merupakan suatu fungsi kepegawaian yang 
paling kritis karena  sebagai fungsi perantara yang berpengaruh 
terhadap proses procurement/cara suatu lembaga pemerintah 
merekrut, menyeleksi, mengangkat, mempromosikan, 
menempatkan seorang pegawai. Namun tidak jarang terjadi 
konflik dengan kriteria dan nilai-nilainya. Dalam tindakan 
affirmative tersebut memberikan intervensi dalam proses 
rekrutmen dengan cara memberikan masukan kebijakan tertentu. 
Seperti pemerataan, prioritas putra daerah, atau dalam proses 
MSDM lainnya seperti pemeliharaan dan kompensasi dengan 
memberikan gaji yang lebih besar karena ditempatkan didaerah 
yang terpencil. 
7. Proses seleksi sesuai kebutuhan yaitu dalam pencarian pegawai harus 
betul-betul memperhatikan segala aspek yang dapat mempengaruhinya. 
Perekrutan diharapkan tidak melebihi kuota yang ada tetapi harus 
memperhatikan jabatan yang kosong untuk diisi. 
 
III. 7. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk pengumpulan data ini, maka peneliti akan menggunakan tekni-
teknik pengumpulan data, antara lain dengan teknik ; 
a. Wawancara (Interview) 
Teknik wawancara atau interview perupakan teknik dalam pengumpulan 
data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara bebas  namun tetap 
terarah, maksudnya bahwa dalam melakukann wawancara, penelitian tetap 
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berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak 
terlepas dari itu, peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 
yang sifatnya spontan guna menunjang data-data yang diperlukan dalam 
penelitian ini. Wawancara diarahkan kepada pihak-pihak yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
b. Dokumentasi 
Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa catatan-
catatan, arsip-arsip, dan kumpulan peraturan perundang-undangan, serta 
laporan-laporan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. 
 
III. 8. Teknik Analisis Data 
Dalam  menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik analisis deskriptif  kualitatif, yaitu suatu teknik analisi yang 
dilakukan melalui pemikiran logis, baik secara induktif deduktif, analogi, maupun 
komparatif dengan tujuan untuk memperoleh tentang keterangan atau informasi 
dari objek yang diteliti. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara analisis 
konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara 
informan.  
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1. Kabupaten Tana Toraja 
Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi 
Selatan dengan ibukotanya yaitu Kota Makale, berjarak ±350 km dari Kota 
Makassar dan memiliki luas wilayah secara keseluruhan 2.054,30 km2 yang 
berpenduduk 248.607 jiwa. 
Secara geografis, Kabupaten ini terletak pada 2º Lintang Utara – 3º 
Lintang Selatan dan 119º Bujur Barat  - 120º Bujur Timur yang berbatasan 
langsung dengan : 
1. Sebelah Utara adalah Kabupaten Toraja Utara 
2. Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 
3. Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu 
4. Sebelah Barat adalah Provinsi Sulawesi Barat 
       Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan 
visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan 
dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks itu Pemerintah 
Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan Visi 2010 sebagaimana tertuang 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana 
Toraja dengan rumusan : “Terwujudnya pemerintahan yang kompeten 
mengelola pembangunan menuju terciptanya masyarakat Religius, 
Sejahtera, Berkeadilan sesuai karakteristik ekologis, sosial, ekonomi, dan 
budaya Tana Toraja” 
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       Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tersebut yang pada 
hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tana 
Toraja kedepan, maka dirumuskan misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
Tahun 2010 sebagai berikut: 
1. Revitalisasi fungsi birokrasi & meningkatkan kinerja tata-kelola 
pemerintahan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan serta 
distribusi layanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel. 
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Mutu 
Pendidikan, dan Layanan Kesehatan. Penguatan kapasitas peran institusi 
ke-Agamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Perempuan 
dalam rangka terciptanya ketahanan serta kesetiakawanan sosial. 
3. Pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dan pengembangan 
sumber daya ekonomi lokal dan pengelolaan potensi sumber daya alam 
serta lingkungan hidup dengan mengandalkan partisipasi seluruh elemen 
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara 
berkelanjutan. 
4. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Desa – Kota untuk membuka 
isolasi wilayah khususnya daerah terpencil guna mendukung kelancaran 
akses layanan publik, arus barang dan jasa, pengembangan dan 
diversifikasi potensi Pariwisata serta berbagai potensi Usaha Produktif 
Masyarakat. 
5. Menjadikan Tana Toraja sebagai Kabupaten terdepan dalam 
pengembangan program ”Gerakan Hijau” (Go Green) serta Pariwisata 
berbasis Budaya dan Lingkungan (Eco-Culture Tourism) di Sulawesi 
Selatan. 
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Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamatan, 112 
Lembang dan $7 Kelurahan. Pembagian wilayah kecamatan, jumlah lembang 
serta kelurahan serta luas kecamatan adalah berikut : 
Table III.1 
Luas wilayah menurut Kecamatan Tahun 2010 
No Kecamatan 
Jumlah 
Lembang 
Jumlah Luas Persentase   
Kelurahan  (%) terhadap luas 
    
Kabupaten  
(%) 
1 Bonggakaradeng  5 1 206,76 10,06 
2 Simbuang 5 1 194,82 9,48 
3 Rano 5 - 89,43 4,35 
4 Mappak 5 1 166,02 8,08 
5 Mengkendek 13 4 196,74 9,58 
6 
Gandang Batu 
Sillanan 
9 3 108,63 5,29 
7 Sangalla 3 2 36,24 1,76 
8 Sangalla Selatan 4 1 47,80 2,33 
9 Sangalla Utara 4 2 27,96 1,36 
10 Makale 1 14 39,75 1,93 
11 Makale Selatan 4 4 61,70 3,00 
12 Makale Utara - 5 26,08 1,27 
13 Saluputti 8 1 87,54 4,26 
14 Bittuang 14 1 163,27 7,95 
15 Rembon 11 2 134,47 6,55 
16 Masanda 8 - 134,77 6,56 
17 Malimbong 5 1 211,47 10,29 
18 Rantetayo 3 3 60,35 2,94 
19 Kurra 5 1 60,50 2,94 
Jumlah 112 47 2.054,30 100 
Sumber : Badan Pertanahan Nasional dan BPS, Kabupaten Tana Toraja. 
Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Survey Sosial 
Ekonomi Nasional tahun 2009 adalah 240.249 jiwa yang tersebar di 19 
Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 32.402 jiwa mendiami 
Kecamatan Makale. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin 
laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang 
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masing-masing 122.454 jiwa penduduk laki-laki dan 117.795 jiwa penduduk 
perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih 
besar dari 100% yaitu 104%, ini berarti dari 100 orang perempuan terdapat 104 
orang laki-laki. 
Kepadatan penduduk di kabupaten Tana Toraja pada tahun 2009 telah 
mencapai 117 jiwa/km2. Kecamatan terpadat terdapat di kecamatan Makale, 
dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 815 jiwa/km2, sedangkan 
kecamatan yang tingkat kepadatannya penduduk paling rendah adalah 
Kecamatan Bonggakaradeng dan simbuang yaitu 32 dan 34 jiwa/km2. 
 
Table III.2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009 
No Kecamatan 
Jumlah 
Penduduk 
Luas (KM2) Kepadatan 
01 Bonggakaradeng 6,676 206,76 32 
02 Simbuang 6.637 194,82 34 
03 Rano 6.520 89,43 73 
04 Mappak 6.268 166,02 38 
05 Mengkendek 31.439 196,74 160 
06 Gandang Batu Sillanan 20.408 108,63 188 
07 Sangalla 7.422 36,24 205 
08 Sangalla Selatan 8.879 47,80 186 
09 Sangalla Utara 8.719 27,96 312 
10 Makale 32.402 39,75 815 
11 Makale Selatan 12.934 61,70 210 
12 Makale Utara 12.774 26,08 490 
13 Saluputti 11.598 87,54 132 
14 Bittuang 14.106 163,27 86 
15 Rembon 20.028 134,47 149 
16 Masanda 5.969 134,77 44 
17 Malimbong Balepe 10.013 211,47 47 
18 Rantetayo 11.398 60,35 189 
19 Kurra 6.059 60,50 100 
  Total 240.249 2.054,30 
 
Sumber: BPS Kab. Tana Toraja 2009 
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Sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja beragama Kristen, ditinjau 
dari pemeluk agama pada tahun 2009 tercatat 155.966 Umat Kristen Protestan, 
44.483 Umat Katolik, 31.164 Umat Islam, 8.616 Umat Hindu dan 20 Umat Budha. 
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual di daerah ini dapat dilihat dari 
besarnya sarana peribadatan masing-masing agama.  
  
IV.2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) 
Kabupaten Tana Toraja  
Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah   Kabupaten 
Tana Toraja 
Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja (BKPPD) terletak di Jl. Pongtiku No. 120. 
Tabel III.3 
Profil keadaan pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja menurut kepangkatan tahun 2011 
No Pangkat Golongan Jumlah 
1 Pembina  IV 5 Orang  
2 Penata III 28 Orang 
3 Pengatur II 12 Orang 
4 Tenaga Kontrak - 6 Orang 
Jumlah Total 51 Orang 
     Sumber data : BKPPD 2011 
Tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja 
Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari 
pernyataan misi organisasi yang menberikan gambaran tentang sesuatau yang 
akan dicapai atau yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 
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(lima) tahun. Untuk mewujudkan misi, maka perlu dijabarkan tujuan dan sasaran 
strategis yang lebih professional. Adapun tujuan strategis Badan Kepegawaian 
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai 
berikut : 
1. Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten melalui lembaga yang 
adaptif, inovatif dan komoditif. 
2. Terpenuhinya kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar. 
3. Terwujudnya administrasi pegawai negeri sipil yang tertib, tepat waktu dan 
tepat sasaran.  
4. Terwujudnya penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan 
termutakhir. 
 
Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja  
Adapun fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja adalah : 
5. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian 
daerah 
6. Penyusunan rencana program pengembangan kepegawaian daerah 
7. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai norma , 
standard dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
8. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional 
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sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
9. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai 
dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
10. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai 
negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang 
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
11. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah. 
12. Penyiapan informasi kepegawaian daerah kepada badan kepegawaian 
Negara 
13. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan dan kepegawaian daerah dalam penguasaannya. 
14. Pelaksanaan kesekretariatan  
15. Pemberian unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional. 
 
Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja  
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan 
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
mempunyai rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 
kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mendasarkan pada pada isu-isu strategic 
internal maupun eksternal yang akan menjadi potensi, peluang dan tantangan 
bagi BKPPD kabupaten Tana Toraja yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 
serta cara pencapaian tujuan dan sasarannya. 
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Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BKPPD Kabupaten Tana Toraja, 
maka Visi BKPPD Kabupaten Tana Toraja adalah “Terwujudnya Manajemen 
Kepegawaian yang baik dalam membenrtuk Sumber Daya Manusia yang 
Bertanggung Jawab, Disiplin, Professional dan Beriman”.  
Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan 
kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan Misi BKPPD Kabupaten Tana 
Toraja yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang 
ingin dicapai maka sebagai penjabaran dari visi, rumusan Misi tersebut juga 
menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
sebagai berikut : 
1. Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang baik melalui Perumusan 
Teknis Kepegawaian Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan 
Sarana dan Prasarana aparatur, Peningkatan Disiplin, Peningkatan 
Penataan Sistim Pelayanan capaian Kinerja dan Keuangan. 
2. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur, Pendidikan Kedinasan 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, Pembinaan dan Pengembangan 
Karier Aparatur. 
3. Meningkatkan Koordinasi melalui informasi dan komunikasi antar instansi 
terkait. 
 
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan     
Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut serta 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008, 
maka Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja mempunyai struktur/pangkat organisasi sebagai berikut : 
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1. Kepala Badan 
2. Sekretariat 
a. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan 
b. Subbidang Umum dan Kepegawaian 
3. Bidang Data dan Perencanaan Pegawai 
a. Subbidang Perencanaan Pegawai 
b. Subbidang Data Kepegawaian 
4. Bidang Mutasi Pegawai 
a. Subbidang Pemberhentian dan Pensiun 
b. Subbidang Kepangkatan dan Mutasi 
5. Bidang Diklat Aparatur 
a. Subbidang Diklat Prajabatan dan Struktural 
b. Subbidang Diklat teknis dan Fungsional 
6. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai 
a. Subidang pengembangan Karier 
b. Subbidang pembinaan 
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BAB V 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
V.1.  PERENCANAAN  
V.1.1 Proses Seleksi  
Kehadiran sumber daya aparatur dalam sebuah lembaga atau organisasi, 
pada hakikatnya merupakan sebuah hal yang sangat esensial untuk mewujudkan 
tujuan yang ingin dicapai. Ketersediaan modal yang besar dan penggunaan 
teknologi yang mutakhir tidak mempunyai arti sama sekali tanpa kehadiran 
sumber daya aparatur. Dengan demikian dpat dikatakan bahwa berhasilnya 
suatu tujuan organisasi sangat tergantung pada perencanaan dan sistem 
rekrutmen serta seleksi calon pegawai negeri sipil. 
Setiap tahun puluhan orang bahkan jutaan dari seluruh penjuru negeri di 
Indonesia ini, selalu mengalami permasalahan utama yaitu menginginkan 
pekerjaan yang layak bagi kehidupan di masa depan. Ternyata Pegawai Negeri 
Sipil (PNS)pun menjadi pekerjaan yang tetap diminati. Bahkan tidak dapat 
dipungkiri, masih banyak orang tua yang ingin anaknya bekerja sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. Lantaran itu juga tak jarang orangtua rela mengorbankan hartanya 
untuk menjadi jaminan agar anaknya dapat diterima menjadi pegawai negeri. 
Kesempatan inilah yang digunakan oleh sebagian oknum yang tidak professional 
untuk mencari kesempatan dengan menjanjikan tempat bagi para pelamar yang 
bisa membayar lebih untuk menutupi satu formasi yang ditetapkan oleh Badan 
Kepegawaian Pusat.  
56 
 
Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan proses seleksi Calon 
Pegawai Negeri Sipil pada BKPPD Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari 
wawancara sebagai berikut : 
Pernyataan Bapak Pakiding Karaeng Baan, SH. MH selaku Kepala 
Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Ka. Tana Toraja 
mengatakan bahwa : 
“Proses seleksi yang direncanakan oleh pihak BKPPD sudah 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS 
yang berlaku di setiap daerah di Indonesia. Setiap komponen yang 
mengambil bagian dari proses ini tentu saja tidak berani melakukan 
penyimpangan karena sudah ada hokum yang mengatur semuanya.” 
(hasil wawancara pada tanggal 8 januari 2013) 
Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ibu Fransisca Rerung Situru, 
SH selaku Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pegawai mengatakan bahwa : 
“Kami sudah merencanakan proses seleksi dengan sebaik-baiknya 
dengan memberikan pemahaman yang baik kepada setiap komponen 
yang mengambil bagian dalam setiap prosesnya. Kami juga memberikan 
semacam pelatihan sebagai petunjuk untuk setiap bagian yang 
mengambil bagian dalam proses Seleksi CPNS.” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 januari 2013) 
Selanjutnya Ibu Mita, SE selaku Kepala Subbidang perencanaan pegawai 
mengatakan bahwa : 
“Proses seleksi CPNS telah direncanakan dan disusun sesuai dengan 
aturan kepala BKN no.30 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan CPNS yang dilakukan secara transparan.” 
(hasil wawancara pada tanggal 25 januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam perencanaan 
proses Seleksi CPNS pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Tana Toraja telah berpedoman pada prosedur yang ada. 
Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari para calon pegawai negeri sipil utuk 
mengikuti sistem yang ada. Banyak kendala yang diakibatkan oleh kurangnya 
pemahaman para pelamar tentang prosedur pelaksanaan proses seleksi CPNS. 
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Tentu saja hal ini akan sangat membawa dampat buruk bagi terlaksananya 
proses seleksi dengan baik dan benar menurut pedoman pelaksanaannya. 
 
V.1.2.  Persyaratan  
Adapun syarat yang direncanakan dan harus dipenuhi dalam Proses 
seleksi CPNS pada BKPPD Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 adalah sebagai 
berikut : 
Persyaratan Umum 
1. Warga Negara Republik Indonesia. 
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri 
Sipil. 
5. Tidak berkedudukan sebagai anggota/pengurus partai politik. 
6. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai 
negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil. 
7. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau Negara yang lain yang ditentukan pemerintah. 
9. Berkelakuan baik. 
10. Sehat jesmani dan rohani. 
11. Persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 
12. Dalam mengajukan lamaran agar mencantumkan nama, tempat/tgl lahir, 
jabatan yang dilamar dan kualifikasi pendidikan pada map. 
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Persyaratan Khusus 
1. Mempunyai kompetensi yang dibutuhkan (memiliki pendidikan/ijazah/sttb 
yang sesuai dengan bidang tugas/jabatan). 
2. Usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 
(tiga puluh lima) tahun pada 01 Januari 2011 atau paling tinggi 40 (empat 
puluh) tahun pada tanggal 01 Januari 2011 bagi yang bekerja pada 
instansi atau lembaga swasta yang berbadan hokum yang menunjang 
kepentingan nasional, palin kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002, 
harus melampirkan : 
- Foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai 
dengan sekarang serta memperlihatkan asli surat keputusan/bukti 
pengangkatan (pada saat pendaftaran). 
- Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih 
melaksanakan tugas sampai sekarang. 
- Bukti sah pembayaran gaji/honor sejak diangkat sebagai tenaga 
honorer/karyawan swasta sampai dengan sekarang. 
3. Indeks prestasi (IP) Komulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima). 
4. Akta kelahiran. 
5. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar. 
Pelaksanaan Seleksi 
1. Pengajuan lamaran 
a. Penerimaan lamaran diantar langsung ke Sekretariat Penerimaan 
Calaon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 
2010 bertempat di Gedung Wanita Makale (belakang kantor Camat 
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Makale) muali tanggal 15 s/d 19 November 2010 pukul 08.00-13.00 
WITA. 
b. Penerimaan lamaran ditutup pada tanggal 19 November 2010 pukul 
13.00 WITA. 
2. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dan 
ditandatangani sendiri menggunakan huruf balok dan tinta hitam pada 
lembaran kertas folio dan bermaterai Rp. 6.000,00 yang ditujukan kepada 
Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Tana Toraja). 
3. Kelengkapan lamaran 
a. Foto copy sah ijazah/STTB yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan 
yang dibutuhkan disertai dengan foto copy sah daftar nilai atau 
transkrip nilai dan atau akta yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang masing-masing 1 lembar serta memperlihatkan ijazah asli 
(pada saat pendaftaran)  
b. Pas photo hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lmbar  
c. Foto copy sah Akta Kelahiran sebanyak 1 lembar dan memperlihatkan 
Akta Kelahiran Asli (pada saat pendaftaran). 
4. Pengambilan kartu tanda peserta ujian CPNS akan diumumkan. 
5. Pelaksanaan seleksi/ujian dilaksanakan pada : 
a. Hari/Tanggal : Senin, 06 Desember 2010 
b. Waktu   : Pukul 08.00 WITA sampai selesai 
c. Tempat  : Akan ditentukan kemudian 
d. Kelengkapan yang harus dibawa waktu seleksi adalah Kartu tes/Kartu 
Nomor Tanda Peserta asli, Pensil 2B asli, Karet penghapus, Alas 
untuk menulis/papan pengalas, Rautan, Pulpen/ballpoint. 
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V.1.3.  Formasi CPNS Daerah Tahun Anggaran 2010 
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Membuka pendaftaran Calon 
Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum formasi tahun 
2010 sebagai berikut : 
Tabel V.1 
Daftar Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah  
Tahun Anggaran 2010 
No Pangkat 
Gol Jumlah  Formasi  
Keterangan 
Ruang Pegawai  Tahun 
Gaji Pada 2010 
  
31-12-
2009 
  
Jumlah seluruhnya 5220 5.447 Dalam jumlah ini termasuk  
1 Pembina Utama IV/e - - tambahan pegawai baru 
2 Pembina Utama Madya IV/d - - diatas bezetting 31-12-2009 
3 Pembina Utama Muda IV/c 19 19 sebanyak 227 orang dengan 
4 Pembina Tk. I IV/b 60 60 rincian sebagai berikut: 
5 Pembina IV/a 1,702 1.702 III/b   =    4 
6 Penata Tk. I III/d 464 464 III/a   =    93 
7 Penata III/c 456 456 II/c     =   77 
8 Penata Muda Tk. I III/b 263 267 II/b    =   53 
9 Penata Muda III/a 775 868   
10 Pengatur Tk. I II/d 65 65   
11 Pengatur II/c 381 458   
12 Pengatur Muda Tk. I II/b 322 375   
13 Pengatur Muda II/a 620 620   
14 Juru Tk. I I/d 6 6   
15 Juru I/c 51 51   
16 Juru Muda Tk. I I/b - -   
17 Juru Muda I/a 36 36   
Sumber: BKPPD kabupaten Tana Toraja 2010 
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Dari data diatas maka BKPPD Kabupaten Tana Toraja merincikan 
kembali hasil pertimbangan diatas kedalam dinas-dinas yang memerlukan 
tambahan Formasi tersebut sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut: 
 
Tabel V.2 
Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Tahun Anggaran 2010 dari Pelamar Umum 
No. Unit Organisasi 
Pegawai Baru 
Jumlah 
III/b III/a II/b II/a 
Jumlah Seluruhnya 4 7 77 53 227 
1 Dinas Pendidikan - 49 - 53 102 
2 Dinas Kesehatan 4 7 57 - 68 
3 
Unit Kerja Lainnya 
lingkup Pemkab Tana 
Toraja 
- 37 20 - 57 
Sumber: BKPPD Kabupaten Tana Toraja 2010 
 
Kemudian kembali lagi BKPPD Kabupaten Tana Toraja membagi data 
tersebut dalam rincian-rincian per kualifikasi yang akan dipenuhi oleh pelamar 
umum dalam mengikuti proses seleksi tahun anggaran 2010, sebagai berikut: 
 
Table V.3 
Rincian Tambahan Formasi CPNS Kabupaten Tana Toraja  
Tahun Anggaran 2010 Dari Pelamar Umum 
 
No. Jabatan Kualifikasi pendidikan 
Gol. 
Ruang 
Alokasi 
I. Guru       
  1. Guru SD       
      - Guru Kelas S.1 PGSD III/a 55 
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    D.II PGSD II/b 
      - Guru Pend. Agama Kristen SD S.1 Pendidikan Agama Kristen III/a 2 
      - Guru Bahasa Inggris 
S.1 Pendidikan Bahasa 
Inggris 
III/a 15 
      - Guru Pend. Matematika S.1 Pendidikan Matematika III/a 18 
  2. Guru SMP       
      - Guru Fisika S.1 Pendidikan Fisika III/a 2 
      - Guru Biologi S.1 Pendidikan Biologi III/a 2 
      - Guru Bahasa Inggris 
S.1 Pendidikan Bahasa 
Inggris 
III/a 2 
      - Guru Komputer 
S.1 Pendidikan 
Komputer/Teknoligi 
informatika 
III/a 2 
    dan Akta IV     
  3. Guru SMA       
      - Guru Pendidikan Komputer 
S.1 Pendidikan 
Komputer/Teknoligi 
informatika 
III/a 2 
    dan Akta IV     
  4. Guru SMK       
      - Guru Pend. Fisika S.1 Pendidikan Fisika III/a 2 
  Jumlah I - 102 
          
II. Kesehatan       
  1. Dokter Umum Dokter Umum III/b 2 
  2. Bidan D.III Kebidanan II/c 10 
  3. Perawat   - S.1 Keperawatan/Ners III/a 2 
      - D.III Keperawatan II/c 19 
  4. Perawat Gigi D.III Perawat gigi II/c 5 
  
5. Sanitarian 
  - S.1 Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja 
III/a 2 
      - D.III Kesehatan Lingkungan II/c 4 
  6. Apoteker Apoteker III/b 2 
  7. Asisten Apoteker D.III Apoteker II/c 12 
  
8. Pranata Laboratorium 
Kesehatan D.III Analisis Kesehatan 
II/c 4 
  9. Psikolog Klinik S.1 Psikologi/psikologi klinis III/a 2 
  10. Nutrisionis D.III Gizi II/c 3 
  
11. Administrator Kesehatan 
S.1 Administrasi Kesehatan 
dan Kebijakan 
III/a 1 
    Kesehatan     
  Jumlah II - 68 
          
III. Tenaga Teknis       
  1. Penyuluh Kehutanan S.1 Teknologi Hasil Hutan III/a 2 
  2. Polisi Kehutanan D.III Kehutanan II/c 4 
  3. Perencana S.1 Teknik Sipil III/a 2 
  
4. Pengawas Teknik Jalan dan 
Jembatan S.1 Teknik Sipil 
III/a 2 
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  5. Penata Ruang S.1 Teknik Sipil III/a 1 
  6. Penata Laporan Keuangan S.1 Ekonomi Akuntansi III/a 5 
  
7. Penyusunan Program dan 
Evaluasi S.1 Ekonomi Manajemen 
III/a 6 
  8. Analisis Tata Praja S.1 Sospol Ilmu Pemerintahan III/a 3 
  
9. Pranata Komputer 
  - S.1 Manajemen Informatika 
/ 
III/a 10 
  
  
    S.1 Sistem Informasi 
Komputer 
    
      - D.III Komputer II/c 10 
  10. Pengawas Sistem Kelistrikan S.1 Teknik Listrik III/a 1 
  
11. Pengawas Operasional Alat-
alat Berat S.1 Teknik Mesin 
III/a 1 
  
12. Pengawas Tata Bangunan dan 
Perumahan S.1 Teknik Arsitek 
III/a 1 
  13. Penerjemah S.1 Bahasa Inggris III/a 2 
  14. Penyusun Risalah Persidangan S.1 Ilmu Hukum III/a 1 
  15. Arsiparis D.III Kearsipan II/c 6 
  Jumlah III - 57 
Jumlah Seluruhnya - 227 
Sumber data : BKPPD Kabupaten Tanah Toraja 2010 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil 
yang dibutuhkan adalah sebanyak 227 orang dari sekian banyak calon pelamar 
yang memasukkan berkasnya kepada Pihak BKPPD Kabupaten Tana Toraja. 
Jumlah Pelamar yang menutupi Formasi dengan jumlah keseluruhan pelamar 
yang ada tentu saja sangat berbeda jauh sekali, hal ini menjadi slah satu bukti 
bahwa CPNS sangat diminat oleh para pencari kerja khususnya warga 
Kabupaten Tana Toraja sendiri. Tapi tak jarang juga ditemukan  pelamar yang 
datang dari luar kota karena mungkin memiliki pertimbangan tersendiri dalam 
berbagai hal. 
Dari Proses Seleksi CPNS dari tabel tersebut dibutuhkan persaingan 
yang sangat ketat dan tentunya panitia pelaksana juga harus lebih teliti 
menyeleksi para pelamar sehingga dapat diperoleh CPNS yang tepat pada posisi 
yang sedang kosong dan tentu saja dapat bekerja sesuai dengan kualifikasi 
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kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya 
masing-masing. 
 
 
V.2. PELAKSANAAN 
V.2.1. Sosialisasi Proses Seleksi CPNS BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
Untuk mengisi jabatan yang kosong maka perlu membuka adanya 
lowongan dan formasi jabatan yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Dalam 
proses sosialisasi dibuthkan perantara yang bisa mengumumkan kepada 
masyarakat bahwa ada lowongan kerja yang sedang dibuka dan dalam 
pengumuman tersebut sudah diberikan rincian apa saja yang harus dipenuhi 
guna memenuhi persyaratan yang dimaksud. 
Untuk mengetahui bahwa proses sosialisasi dalam seleksi Calon 
Pegawai negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut : 
Dari hasil wawancara dengan Ibu Mita, SE selaku Kepala Sub. Bidang 
Perencanaan Pegawai yang menyatakan bahwa :  
“Sosialisasinya sangat terbuka untuk umum melalui media cetak yang ad 
seperti surat kabar, selebaran, dan juga radio bahwa ada lowongan 
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan dalam 
pengumuman tersebut juga dilampirkan rincian jabatan/ formasi yang 
kosong yang akan diisi serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.” 
(hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan oleh Bapak Christian E. Mapaliey, S.Kom selaku 
Kepala Sub. Bidang Data Kepegawaian yang menyatakan bahwa : 
“Sosialisasi yang kami lakukan melalui media massa, internet, serta koran 
bahwa ada lowongan pada kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Tana Toraja.” 
(hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2013) 
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Hal yang senada pun disampaikan oleh disampaikan oleh Naftali Pantong 
Tarra’, S.Sos yang merupakan staf Bidang Data dan Perencanaan Pegawai yang 
mengatakan bahwa : 
“Kita mempergunakan semua media untuk sosialisasi baik media cetak, 
elektronik dan untuk pengumuman saja kita umumkan secara 
transparan.” 
(hasil wawancara pada tanggal 11 Januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwasanya dalam 
perencanaan Pegawai Negeri Sipil  Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Tana Toraja perlu memberikan pengumuman kepada 
masyarakat akan adanya lowongan yang sedang dibutuhkan sesuai dengan 
formasi yang sedang lowong. Dan jika ada perubahan dalam pengumuman akan 
disampaikan langsung melalui media yang ada. 
Dari hasil wawancara yang dipaparkan oleh infarman diatas bahwa dalam 
proses perencanaan pegawai membutuhkan perantara dalam menginformasikan 
kepada masyarakat akan adanya kebutuhan pegawai pada beberapa formasi 
yang sedang lowong baik lewat media cetak, media massa, seperti koran, 
internet, elektronik, dan selebaran yang ada. 
Semua usaha yang dilakukan pihak BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
dalam menginformasikan tenteng penerimaan CPNS diatas ternyata masih dinilai 
tidak cukup oleh sebagian pelamar. Seperti pernyataan dari beberapa 
narasumber yang penulis wawancarai yang menyatakan ketidakpuasannya. 
Adapun pernyataan dari saudara “DT” selaku pelamar yang dinyatakan 
lulus pada kualifikasi S.1 Psikolog Klinik menyatakan bahwa : 
“Saya rasa sosialisasi pihak BKPPD tentang Pendaftara Calon Pegawai 
Negeri Sipil belum optimal, karena saya sendiri tahu mengenai 
penerimaan ini hanya dari teman saya dan saya juga mengetahuinya 
sehari sebelum pendaftaran ditutup. Jadi menurut saya upaya sosialisasi 
pihak BKPPD harus lebih ditingkatkan lagi.” 
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(hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013) 
Hal serupa juga dinyatakan oleh “RT” yang juga lulus dan menempati 
formasi lowong pada apoteker di Puskesmas Makale yang menyatakan bahwa : 
“Sosialisasinya sangat kurang, sehingga saya sangat tergesah-gesah 
dalam merampungkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. 
Belum lagi jangka waktu pendaftaranx yang hanya beberapa hari saja.” 
(hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013) 
Dari beberapa pernyataan diatas tentu saja ini merupakan salah satu 
kendala yang mestinya lebih diperhatikan lagi oleh pihak BKPPD dalam 
melaksanakan pendaftaran CPNS berikutnya. Kurangnya pemahaman pelamar 
akan hal-hal teknis proses seleksi dapat menimbulkan perbincangan yang miring 
tentang kinerja BKPPD Kabuoaten Tana Toraja dalam hal Pelaksanaan 
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. 
 
V.2.2. Hubungan Koordinasi Panitia Pelaksana Penerimaan CPNS BKPPD 
Kabupaten Tana Toraja  
Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara Badan, Instansi, Unit 
dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, 
saling membantu dan saling melengkapi. Orang yang menggerakkan/ 
mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen untuk mencapai tujuan disebut 
koordinator (manajer). Cara mengadakan koordinasi adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan 
mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan yang tepat harus 
diambil untuk menciptakan, menghasilkan koordinasi yang diharapkan. 
2. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota agar tujuan tersebut 
berjalan secara bersama , tidak sendiri-sendiri. 
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3. Mendorong anggota untuk bertuka pikiran, mengemukakan ide dll. 
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan 
koordinasi juga berhubungan dengan sinkronisasi, jumlah, waktu, arah 
dan mempunyai arti lebih luas daripada hanya bekerjasama. 
Untuk mengetahui bagaimana hubungan koordinasi antara panitia 
Pelaksana Pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kpegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari hasil 
wawancara sebagai berikut : 
Adapun  Ibu Fransisca Rerung Situru, SH selaku Kepala Bidang Data 
Dan Perencanaan mengemukakan bahwa :  
“Setiap babakan atau tahapan kita selalu mengadakan rapat dan 
memberikan pengertian kepada panitia bahwa kita satu pandangan untuk 
memantapkan kepanitiaan ini serta memberikan pengertian kepada 
panitia untuk setiap persyaratan yang ada.” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2013) 
Pernyataan serupa dikemukakan oleh Marten Sanda, SH selaku staf 
Bidang Data dan Perencanaan Pegawai yang menyatakan bahwa : 
“Sangat jelas bahwa koordinasi antar panitia itu terjalin dengan baik, 
dimana setelah penetapan formasi jabatan akan diadakan rapat oleh 
panitia dan jika ada hal yang perlu dikoordinasikkan lebih lanjut akan 
segera dirapatkan lagi.” 
(hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2013) 
Kemudian Ibu Ramlah yang juga merupakan staf Bidang Data dan 
Perencanaan Pegawai mengatakan bahwa : 
“Setiap tahap yang kami lalui tidak ada henti-hentinya kami melakukaan 
koordinasi antae panitia pelaksana, terutama dalam hal saling menjaga 
kepercayaan yang diberikan dan dalam menjaga kepercayaan serta 
tanggung jawab yang besar yang diembankan kepada setiap orangnya.” 
(hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa koordinasi adalah hal 
yang sangat penting dalam setiap proses yang dilalui dalam Pelaksanaan 
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Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. Hal ini diperlukan guna memantapkan 
langkah-langkah apa yang harus diambil dalam proses tersebut. 
Jika ada hal yang perlu dirapatkan akan diadakan penyampaian kepada 
semua panitia untuk membicarakan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Setiap 
tahapan dalam proses tersebut panitia selalu berhubungan sehingga untuk 
melangkah ke tahap selanjutnya lebih mudah dengan adanya penetapan 
langkah-langkah yang tepat.  
 
 
V.2.3. Proses Seleksi CPNS BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
 
Proses seleksi yang dilaksanakan oleh BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
telak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. 
Adapun tahapan-tahapan dalam proses seleksi tersebuat adalah sebagai berikut: 
a. TKD harus diikuti oleh seluruh peserta. Dalam hal ini instansi 
melaksanakan ujian TKB maka pelaksanaannya dapat dilakukan 
bersamaan dengan ujian TKD. 
b. Bagi instansi yang membutuhkan tambahan ujian khusus, dapat 
melakukan tes keahlian/ keterampilan tertentu. 
c. Tempat ujian bagi penyandang cacat dipisahkan dengan pelamar lainnya. 
d. Dalam pelaksanaan ujian harus dijamin ketertiban dan keamannannya. 
e. Tanda peserta ujian dicocokkan dengan daftar hadir, data peserta, dan 
orang yang besangkutan. Peserta ujian yang identitasnnya tidak sesuai 
dengan data peserta dinyatakan batal. 
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f. Pembukaan amplop naskah soal ujian, dan pembagian naskah soal ujian 
beserta formulir LJK kepada peserta ujian harus dilakukan dihadapan 
peserta dan dapat disaksikan oleh pihak keamanan. 
g. Sub. Tim pelaksanaan ujian wajib membacakan tata tertib kepada peserta. 
h. Soal ujian dan LJK hasil ujian dikumpulkan dan dihitung sesuai dengan 
jumlah peserta, kemudian dimasukkan kedalam amplop dan disegel untuk 
diserahkan kepada sub. Tim Penyusun Materi Ujian dan Pengolahan Hasil 
Ujian Tingkat instansi Pusat/Provinsi?kabupaten/Kota. 
i. Penyerahan soal ujian dan LJK hasil ujian tersebut disertai dengan berita 
acara dibuat menurut contohnya. 
Dari ketentuan-ketentuan diatas yang telah diatur dalam Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan CPNS ternyata masih ada tahapan-tahapan yang tidak 
dilaksanakan dengan baik dan bahkan diabaikan sama sekali. Hal ini penulis 
peroleh dari hasil wawancara kepada para pelamar yang telah mengikuti proses 
seleksi baik yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus sebagai berikut: 
Hasil wawancara dengan saudari “RN” yang dinyatakan lulus pada 
Kualifikasi Apoteker yang menyatakan bahwa; 
“Selama proses seleksi dari awal sampai akhir saya tidak pernah 
mengikuti tes kehlian ataupun tes kemampuan” 
(hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan dengan pernyataan saudara “JP” yang 
dinyatakan lulus dalam kualifikasi S1 Teknik Sipil yang jelas-jelas dalam bidang 
kerjanya memerlukan keahlian tertentu yang menyatakan bahwa: 
“Selama proses seleksi dilaksanakan tidak pernah ada tes keahlian atau 
kemampuan yang diberikan kepada peserta ujian. Saya sendiri dites 
setelah saya menduduki posisi yang kosong tersebut dan itu terjadi 
setelah saya masuk dan dinyatakan lulus” 
(hasil wawancara pada tanggal 22 januari 2013) 
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Sama halnya yang dikemukan juga oleh saudara “MA” pelamar yang 
dinyatakan tidak lulus dalam seleksi CPNS yang menyatakan bahwa: 
“Sama sekali tidak ada tes keahlian yang dilaksanakan sehingga saya 
tidak bisa memberikan yang maksimal dalam penerimaan periode 
2010/2011 tersebut” 
(Hasil wawancara pada tanggal 18 januari 2013) 
Dari beberapa wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam 
pelaksanaannya masih ada tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan 
sepenuhnya oleh pihak penyelenggara pengadaan CPNS itu sendri yakni pihak 
BKPPD Kabupaten Tana Toraja. Entah apa yang melatarbelakangi hal ini 
sehingga ada kejadian yang seperti ini tapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini 
bisa menjadi masalah yang besar apabila ternyata calon-calon yang diseleksi 
tidak memiliki keahlian dalam bidang yang mereka inginkan. 
 
V.2.4. Indikator Seleksi CPNS BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
Untuk memperoleh calon pegawai negeri sipil yang tepat ada beberapa 
indicator yang perlu diperhatikan dalam rekrutmen sebagaimana hasil 
wawancara yang dilakukan oleh penulis. Adapun indicator yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
 
Motivasi 
Dalam diri seseorang terdapat Kebutuhan dan cita-cita yang ingin dicapai 
sehingga timbul keinginan dan motivasi untuk bekerja namun untuk mencapai 
tujuan tersebut dilakukan dengan usaha. 
Untuk mengetahui motivasi calon pegawai negeri sipil dalam mendaftar 
pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
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Toraja, dapat dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan saudara “JN” salah 
seorang pelamar CPNS yang lulus dalam seleksi CPNS pada kualifikasi S.1 
Teknik Sipil menyatakan bahwa : 
“Menjadi CPNS adalah sesuatu yang menjanjikan, tidak ada PHK dan 
ada tunjangan masa depan yang bisa diraih” 
(hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2013) 
Kemudian pernyataan senada ditambahkan oleh saudari “SE” salah 
seorang pelamar yang lulus dalam seleksi CPNS kualifikasi D.III Gizi 
mengatakan bahwa : 
“Pasti semua orang mempunyai masa depan, bahkan ada yang sudah 
bekerja di perusahaan swasta dan sudah mendapatkan gaji yang tinggi 
tetapi mereka tetap ingin mencoba untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil 
karena menginginkan tunjangan masa depan. Oleh karena itu saya selalu 
mencoba untuk menjadi CPNS. Dan akhirnya setelah mengikuti 3 kali 
periode pendaftaran saya akhirnya lulus juga.” 
(hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2013) 
Berbeda dengan saudara “KA” pelamar yang tidak lulus yang 
mendaftarkan dirinya pada kualifikasi S.1 Ilmu Pemerintahan yang menyatakan 
bahwa : 
“Saya ingin menjadi pemimpin bangsa yang mampu membawa bangsa 
kita keluar dari keterpurukan yang sudah sangat dalam ini. Dan saya 
akan memulainya dari yang paling bawah.” 
(hasil wawancara pada tanggal 14 Januari 2013) 
Kemudian saudara “MA” yang adalah salah satu pelamar yg tidak lulus 
pada kualifikasi S.1 Teknik Arsitek yang menyatakan bahwa : 
“Suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua saya jika saya bisa menjadi 
CPNS karena orang tua saya adalah alas an utama saya ingin mendaftar 
dan mengikuti seleksi CPNS ini. Melihat orang tua saya bahagia itulah 
yang ingin saya lakukan” 
(hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa 
motivasi CPNS untuk mendaftar timbul karena adanya keinginan untuk menjadi 
lebih baik dari yang sebelumnya. Hal ini tentu saja kita kembalikan lagi kepada 
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setiap orang yang ingin menjalaninya terutama karena kebutuhhan yang tiap hari 
kian meningkat dan berbeda-beda juga pada taraf tertentu. Oleh karena itu 
CPNS merupakan pilihan terbaik dimana CPNS lebih menunjang dari pekerjaan 
yang lainnya karena dianggap sangat menjanjikan dan kendala yang dihadapi 
juga tidak terlalu banyak. 
 
Kemampuan 
Kemampuan adalah kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan 
kinerja yang lebih baik dan merupakan kunci keberhasilan organisasi. Kata 
kompetensi berasal dari bahasa latin yaitu competens yang merupakan present 
participle dari kata kerja competere. Kata ini terdiri dari dua bagian yaitu “com” 
yang berarti bersama-sama (together), dan “petere” yang berarti 
berjuang/memperjuangkan bersama-sama. Kata competere dan competition, 
keduanya diturunkan dari kata competere. Sedangkan competition adalah 
penggerak dibalik focus organisasi saat ini. 
Kompetensi adalah suatu kemampuan melaksanakan atau melakukan 
sesuatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan 
serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Tes 
Potensi Akademik (TPA) adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui 
bakat dan kemampuan seseorang dibidang keilmuan (akademis). Tes ini juga 
sering dihubungkan kecerdasan seseorang. TPA ini juga identik dengan tes GRE 
(Graduate Record Examination) yang sudah menjadi standar internasional. 
Untuk memahami bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Calon 
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Tana Toraja dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut : 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fransisca Rerung Situru, SH 
selaku Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pegawai beliau mengatakan 
bahwa : 
“Untuk menilai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari hasil scoring 
yang dilakukan perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai pihak yang 
memeriksa hasil ujian tes CPNS dan kami mengurutkan tingkat scoring 
mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah tingkat penilaiannya, jadi 
jika ada yang keberatan dengan tingkat scoring yang ada maka silahkan 
datang ke kantor BKPPD untuk kami perlihatkan hasil tesnya langsung.” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2013) 
Lebih lanjut ditambahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan 
Pelatihan Kabupaten Tana Toraja Bapak Pakiding Karaeng Baan, SH. MH yang 
mengatakan bahwa : 
“Tingkat kemampuan Calon Pegawai Negeri Sipil memberikan respon 
positif dan khusus tahun ini rata-rata lulusan Calon Pegawai Negeri Sipil 
memperoleh penilaian cumlaode dan minimal tingkat penilaian lulusan 
memuaskan karena kebanyakan yang menndaftarkan diri dalam periode ini 
adalah sarjana-sarjana yang masih muda dan masih segar otaknya.” 
(hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2013) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 
mengukur kemampuan Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari hasil tes 
yang dilakukan oleh BKPPD dan apabila mereka mampu menjawab dengan 
benar dan tepat tes tertulis tersebut mereka dianggap memiliki kemampuan 
akademis. Hal ini ditunjukkan oleh hasil tes yang telah diperiksa oleh perguruan 
tinggi yang dipercayakan dan menurut hasil penilaian bahwa hasil tes pada tahun 
ini hampir memiliki scoring yang sama. Hal inii berarti Calon Pegawai Negeri Sipil 
ternyata mampu menjawab soal-soal dengan benar dan teliti sehingga nilai yang 
diperoleh diatas rata-rata dan dari hasil penelitian bahwa Calon Pegawai Negeri 
Sipil yang lulus ini berasal dari otak-otak segar karena mereka baru-baru lulus 
dari perguruan tinggi. 
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Keahlian 
Keahlian merupakan salah satu kualifikasi yang sangat penting dalam 
proses seleksi, terutama jika jenis pekerjaan atau jabatn yang tersedia mutlak 
menyaratkannya. Keahlian merupakan kualitas yang menunjukkan bahwa Calon 
Pegawai Negeri Sipil tersebut mampu melaksanakan tugas dengan baik. 
Keahlian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu technical skill, human 
skill dan conceptual skill. Bagi petugas dan pejabat lapangan technical skill 
merupakan jenis keahlian yang sangat penting, sedangkan human skill 
merupakan keahlian yang sangat diperlukan bagi para pimpinan yang 
berkewajiban untuk memimpin bawahannya. Conceptual skill merupakan 
keahlian yang harus dimiliki oleh pimpinan tertinggi karena dialah yang 
mempunyai kewajiban untuk memikirkan, merencanakan, mengorganisasikan 
dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan 
tujuan organisasi. Pimpinan tertinggi bertaggung jawab atas terlaksananya 
fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan sesuai dengan aturannya. 
Untuk mengetahui bagaimana keahlian yang dimiliki oleh Calon Pegawai 
Negeri Sipil dapat dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut : 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak 
Christian E. Mapaliey, S.Kom selaku Kepala Subbidang Data dan kepegawaian 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja, beliau 
mengatakan bahwa : 
“Jujur saja bahwa yang kami nilai hanya sebatas kemampuan akademis 
sehingga tingkat pengukuran dalam bidang keahlian tidak dapat kami nilai 
sehingga yang kami harapkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
dinyatakan lulus tes tertulis akan mengadakan penyesuaian pekerjaan.” 
(hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2013) 
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Kemudian pernyataan yang sama diperkuat oleh Ibu Naftali Pantong 
Tarra’, S.Sos selaku staf Bidang Data dan Perencanaan Pegawai Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja yang 
mengatakan bahwa : 
“Yang kami nilai hanyalah sebatas pengujian teori saja jadi kita bisa 
membuktikan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil mempunyai keahlian 
dalam bidangnya jika mereka sudah brtugas nantinya.” 
(hasil wawancara pada tanggal 11 Januari 2013) 
Kemudian pernyataan yang senada pula dikemukakan oleh Ibu Selviany 
Anita Andilolo selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Tana Toraja, beliau mengatakan bahwa : 
“Kita tidak dapat mengukur tingkat keahlian Calon Pegawai Negeri Sipil, 
kami hanya melihat dari latar belakang pendidikanyang telah ditempuh 
serta ijazah yang ada. Kita baru bisa mengukur tingkat keahliannya saat 
mereka sudah bekerja.” 
(hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa proses seleksi CPNS 
hanya dilakukan melalui tes akademik sehingga kita tidak dapat menilai Calon 
Pegawai Negeri Sipil akan tingkat keahlian dengan lebih spesifik. Panitia hanya 
melihat latar belakang pendidikan serta ijazah yang dimiliki. Untuk bisa mengukur 
akan keahlian para Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat ketika sudah 
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa para 
Calon Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar dianggap oleh panitia sudah mampu 
menjawab belum tentu mereka ahli dalam bidang pekerjaan yang mereka 
kerjakan. 
Oleh sebab itu penulis juga melakukan wawancara kepada pelamar 
CPNS yang telah lulus dan menempati formasi yang lowong pada periode 2010. 
Adapun hasil wawancara penulis sebagai berikut : 
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Wawancara dengan saudara “JP” CPNS yang lulus dalam kualifikasi S.1 
Teknik Sipil yang mengatakan bahwa : 
“Saya sudah berada pada posisi yang sepantasnya, karena saya sangat 
ahli dalam pekerjaan yang saya jalani sekarang ini. Hal ini karena 
sebelum menjadi PNS saya sudah beberapa kali bekerja ditempat swasta 
yang mengharuskan saya untuk ahli dalam bidang ini.” 
(hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2013) 
Kemudian saudari “PC” Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus dalam 
kualifikasi S.1 Psikologi yang mengatakan bahwa : 
“Walaupun saya belum berpengalaman karena ini adalah pertama kalinya 
saya terjun kedalam dunia kerja yang memang merupakan konsentrasi 
saya pada saat duduk dibangku kuliah saya yakin bahwa saya memiliki 
keahlian dalam bidang ini karena setelah hamper 2 tahun bekerja saya 
dapat melaksanakan pekerjaan saya dengan baik.” 
(hasil wawancara pada tanggal 18 Januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 
Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil memang belum bisa mengukur 
keahlian para pelamar, tetapi hal ini akan dilihat setelah Calon Pegawai Negeri 
Sipil telah bekerja dan menjalankan tugasnya. Seperti pernyataan dari kedua 
pelamar CPNS yang telah lulus diatas yang menyatakan bahwa keahlian mereka 
dapat dilihat setelah mereka bekerja karena mereka memang menempati 
jabatan/pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 
 
Pengetahuan 
Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh Calon 
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Tana Toraja, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut : 
Hasil wawancara dengan Bapak Pakiding Karaeng Baan, SH. MH selaku 
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja 
yang mengatakan bahwa : 
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“Pengetahuan yang dimiliki oleh Calaon Pegawai Negeri Sipil sudah 
lumayan baik dan dapat diukur melalui hasil skoring yang dilakukan oleh 
perguruaan tinggi yang menunjukkan hasil tes yang ada ternyata memiliki 
skoring yang hamper sama.” 
(hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2013)  
Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Mita, SE selaku 
Kepala Subbidang Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Tana Toraja bahwa : 
“Untuk mengukur tingkat pengetahuaannya bisa dilihat dari lembar 
jawaban atau hasil tes yang ada.” 
(hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan oleh Bapak Marten Sanda, SH selaku staf Bidang 
Data dan Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Tana Toraja yang mengatakan bahwa : 
“Rata-rata pengetahuan yang dimiliki oleh Calon Pegawai negeri Sipil 
mempunyai pengetahuan yang baik yang dapat dilihat dari hasil tes serta 
IPK yang ada.” 
(hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur 
tingkat pengetahuan yang dimiliki para Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat 
dari IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dan kemampuan menjawab soal-soal tes 
yang telah diujikan. Jika mereka mampu menjawab soal-soal yang diujikan 
dengan benar dan berarti mereka memiliki pengetahuan khusus dibidang formasi 
jabatan yang diikuti. 
Penulis juga melakukan wawancara kepada pelamar CPNS yang 
dinyatakan lulus dalam proses seleksi tahun anggaran 2010. Melihat pelamar 
yang telah lulus dan menempati posisi/jabatan formasi yang lowong tentu saja itu 
tidak dilihathanya dari satu sisi saja perlu juga kita ketahui tingkat 
pengetahuannya. Maka hasil wawancara penulis dengan pelamar CPNS adalah 
sebagai berikut : 
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Wawancara dengan Saudara “DT” yang lulus dalam kualifikasi S.1 
Psikologi yang mengatakan bahwa : 
“Tentu saja pengetahuan saya lebih diatas rata-rata karena bisa lulus dan 
diterima sebagai calon pegawai negeri sipil. Dan dalam hal mengukur 
pengetahuan saya bisa dilihat melalui nilai IPK dan tes tertulis yang telah 
dilakukan selama proses seleksi.” 
(hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan lagi oleh saudari “RN” yang lulus dalam 
kualifikasi Apoteker yang mengatakan bahwa : 
“Saya rasa pihak BKPPD dalam mengukur pengetahuan dari seorang 
pelamar itu melihat dari hasil tes teertulis yang telah dilaksanakan dan 
melihat dari segi pendidikan sebelumnya.” 
(hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013) 
Maka dari hasil wawancara dengan para pelamar CPNS yang dinyatakan 
lulus pada kualifikasinya masing-masing, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
dalam menngukur pengetahuan para pelamar tentu sja tidak diliihat hanya dari 
hasil tes yang telah dilaksanakan tetapi dilihat dari hasil keseluruhan proses 
seleksi yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh para peserta dengan baik. 
 
V.2.5. Kendala-Kendala  Dalam Proses Seleksi CPNS BKPPD Kabupaten 
Tana Toraja 
Untuk mengetahui kendala-kendala Dalam Proses Seleksi Calon 
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Tana Toraja dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut : 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Christian E. Mapaliey, S.Kom selaku 
Kepala Subbidang Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Tana Toraja mengatakan bahwa : 
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“Setelah kami menerima lamaran dari para Calon Pegawai Negeri Sipil 
kami menemui beberapa kendala seperti para calon yang tidak 
mencantumkan jenis kualifikasi apa yang ingin dilamar sehingga kami 
menjadi pusing menempatkan berkas lamarannya pada posisi apa.” 
(hasil wawncara pada tanggal 10 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan oleh Ibu Mita, SE selaku Kepala Subbidang 
Perncanaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Tana Toraja yang mengatakan bahwa : 
“Ada yang sudah dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri karena 
ternyata dy lulus di daerah lain. Ini menjadi kendala bagi kami pihak 
BKPPD selain mempengaruhi pemberkasan juga diperlukan proses yang 
panjang untuk mengurusnya. Selain itu ini juga merupakan kerugian bagi 
daerah Kabupaten Tana Toraja karena kekurangan orang yang akan 
mengisi formasi lagi.” 
(hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan lagi oleh Ibu Dra. Selviany Anita Andilolo selaku 
Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana 
Toraja yang mengatakan bahwa : 
“Kendala yang ditemukan itu sangat banyak salah satunya adalah banyak 
sekali pelamar yang mencantumkan berkas yang tidak sesuai dengan 
yang diinginkan. Banyak yang melamar dengan berkas yang asal-asalan 
dan tidak mengikuti persyaratan yang telah diumumkan sebelumnya.” 
(hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2013) 
Hal senada juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Fransisca Rerung 
Situru, SH selaku Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pegawai Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja yang 
mengatakan bahwa : 
“Banyak calon pelamar yang tidak mengerti dengan pengumuman yang 
telah diberikan dan hanya mencoba-coba saja seperti, persyaratan yang 
diberikan adalah S.1 Akuntansi tetapi yang dimasukkan adalah D.III 
Akuntansi. Sama halnya dengan standar IPK yang dicantumkan adalah 
2,75 tetapi yang dimasukkan dalam lamaran adalah IPK yang berada 
dibawah dari 2,75.” 
(hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2013) 
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Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam proses seleksi 
Calon Pegawai Negeri sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Tana Toraja mengalami beberapa kendala yang diperkuat oleh 
pernyataan yang diperoleh penulis dari informan yang telah diwawancarai yang 
mengatakan bahwa kendala yang ditemukan adalah seperti adanya pelamar 
yang memasukkan lamarannya tidak sesuai dengan formasi yang ditentukan. 
Tidak hanya itu saja ternyata masih banyak lagi kendala yang dialami 
oleh pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana 
Toraja dalam proses seleksi CPNS yang telah dilaksanakan itu. Diantaranya 
seperti ada pelamar yang memasukkan lamarananya tanpa memperhatikan 
persyaratan serta kelengkapan berkas yang dimasukkan, sehingga pihak Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja menghabiskan 
waktu yang lama lagi untuk memeriksa berkas yang masuk dan jelas-jelas 
bahwa keadaan seperti ini akan ditolak oleh Pihak BKPPD. 
Kendala lain juga bahwa ada CPNS yang telah dinyatakan lulus dan 
menempati satu formasi yang lowong ternyata mengundurkan diri karena 
ternyata telah lulus didaerah lain.tentu saja ini merupakan kerugian untuk daerah 
Kabupaten Tana Toraja karena kehilangan 1 (satu) formasi pegawai. 
Pengurusan berkas untuk pengunduran diri yang juga harus dikirimkan lagi ke 
pusat akan memakan waktu yang lama dan juga akan semakin susah untuk 
mempertanggung jawabkan hal tersebut. 
Kendala-kendala diatas adalah kendala-kendala yang dialami oleh pihak 
BKPPD, bagaimana dengan kendala-kendala yang dialami oleh pelamar CPNS 
sendiri. Oleh karena itu penulis juga melakukan wawancara kepada pelamar 
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CPNS yang dinyatakan lulus dan tidak lulus dalam proses seleksi sebagai 
berikut: 
Wawancara dengan saudara “IP” pelamar yang tidak lulus dalam 
kualifikasi D.II PGSD yang menyatakan bahwa : 
“Kendala yang paling mendasar buat saya adalah karena kurangnya 
pemberitahuan yang jelas bagaimana proses pemasukan lamaran serta 
persyaratan untuk lolos dalam tes Tertulis CPNS.” 
(hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2013) 
Kemudian kendala lain dikemukakan oleh saudari “MR” pelamar yang 
tidak lulus pada kualifikasi S.1 Ekonomi Akuntansi yang mengatakan bahwa : 
“Saya rasa waktu memasukkan lamaran terlalu singkat sehingga kami 
para pelamar kewalahan dalam merampungkan berkas yang akan 
dilengkapi dalam lamaran kami.” 
(hasil wawancara pada tanggal 23 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan lagi dari wawancara penulis dengan saudara 
“DT” pelamar yang lulus dalam kualifikasi S.1 Psikologi yang mengatakan 
bahwa: 
“Kendala yang saya alami adala pada saat pengumpulan berkas yaitu 
adanya kesenjangan yang dialami oleh para pelamar seperti saya yang 
tidak memiliki link untuk dapat memasukkan lamaran saya dengan cepat 
karena harus menunggu dan ternyata ada yang curang dengan 
menggunakan orang dalam sehingga pengumpulan berkasnya bisa cepat 
dan bebas hambatan.” 
(hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013) 
Saudara “JP” pelamar yang lulus dalam kualifikasi S.1 Teknik Sipil 
menambahkan bahwa : 
“Kendalanya yaitu pada saat tes tertulis berlangsung pengawas yang 
berada dalam ruangan saya tidak melakukan pengawasan yang baik 
kepad para pelamar yang sedang mengerjakan tes. Sering kali beliau 
meninggalkan ruangan ujian sehingga para peserta dengan leluasa bisa 
bergerak dan bertanya kesana kemari.” 
(hasil wawancara pada tanggal 22 januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala 
dalam proses seleksi CPNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
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Kabupaten Tana Toraja yang dialami pelamar pun tidak kalah banyaknya dengan 
yang dialami oleh pihak BKPPD sendiri. 
Seperti yang dialami oleh pelamar yang mengatakan kurangnya waktu 
pemasukan berkas, kurangnya pemahaman pelamar tentang persyaratan-
persyaratan serta penilaian dri pihak BKPPD, serta kurangnya pengawasan yang 
diberikan pada saat tes tertulis berlangsung. Kendala-kendala seperti ini 
harusnya menjadi perhatian oleh pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan proses seleksi CPNS 
yang berikutnya sehingga tidak ada lagi hal yang bisa menghambat jalannya 
proses seleksi CPNS yang akan diadakan selanjutnya. 
Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama yang kuat baik dari para pelamar, 
pihak pengawas maupun dari pihak pelaksana proses seleksi Calon Pegawai 
Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana 
Toraja. 
 
V.2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Seleksi CPNS BKPPD 
Kabupaten Tana Toraja 
Faktor Internal 
Masalah yang paling krusial dalam prencanaan Sumber Daya Manusia 
adalah mengenai anggaran. Anggaran merupakan faktor yang berkaitan secara 
rill dan langsung dengan rencana SDM. Jika melakukan penambahan pegawai 
misalnya akan menimbulkan implikasi terhadap pembebanan biaya. Seperti 
biaya operasional yang berkaitan dengan pelaksannan pegawai yang menjadi 
tanggung jawab pegawai yang bersangkutan, dan termasuk gaji yang akan 
membebani anggaran. 
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Faktor internal yang lain adalah rencana startegik organisasi yaitu adanya 
perluasan organisasi atau perampingan organisasi alan berdampak pada banyak 
tidaknya calon pegawai yang akan diterima. 
Faktor internal lainnya  adalah ketersediaan sumber daya manusia yang 
handal yang bisa menjadi penerus organisasi kedepan sehingga organisasi tetap 
maju dan berkembang. 
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor internal dalam Proses 
seleksi Calon pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai 
berikut : 
Dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Selviany Anita Andilolo selaku 
Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana 
Toraja mengatakan bahwa : 
“Faktor internal dari segi anggaran pelaksanaan pengadaan proses 
seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil itu sudah diprediksi sebelumnya 
sesuai dengan standar untuk pembiayaannya dan juga dilihat dari 
pengalaman pada tahun sebelumnya pasti berpengaruh terhadap 
penganggaran  tetapi anggaran itu sudah diminta kepusat dan anggaran 
tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum.” 
(hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan lagi dengan keterangan dari Ibu Ramlah selaku 
Staf Bidang Data dan Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan 
dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja yang mengatakan bahwa : 
“Kalau dari segi anggaran sudah diposisikan sesuai kebutuhan yang akan 
digunakan jadi sudah ada perencanaan sebelumnya.” 
(hasil dari wawancara pada tanggal 16 Januari 2013) 
Hal senada disampaikan oleh Bapak Christian E. Mapaliey, S. Kom 
selaku Kepala Subbidang Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan 
dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja yang mengatakan bahwa : 
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“Anggaran untuk pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
sangat berpengaruh terhadap proses rekrutmen dan seleksi calon 
pegawai negeri sipil akan tetapi anggaran tersebut sudah direncanakan 
sebelumnya dan jika ada formasi yang kosong maka akan dialihkan ke 
formasi jabatan yang lain tetapi sebelumnya kita akan laporkan ke 
MENPAN untuk dimintai persetujuannya.” 
(hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas dapat  dianalisis bahwa anggaran 
pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sesuatu hal yang 
sangat krusial dalam perencanaan calon pegawai negeri sipil tetapi hal itu dapat 
ditanggulangi dengan cara penganggaran yang telah direncanakan jauh hari 
sebelum pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil. 
Adapun penjelasan lebih lanjut bahwa apabila dalam proses pemasukan berkas 
panitia mandapatkan formasi yang kosong maka akan dialihkan ke formasi yang 
lain untuk segera diisi tetapi terlebih dahulu akan disampaikan ke MENPAN 
untuk dimintai persetujuannya. 
Pentingnya perencanaan anggaran dalam proses seleksi Calon Pegawai 
Negeri Sipil sangat dibutuhkan guna menentukan dan sebagai badan acuan 
berapa banyak calon pegawai yang akan direkrut. Organisasi yang tidak 
merencanakan anggaran pasti akan terbentur karena adanya tuntutan kebutuhan 
yang akan memfasilitasi dalam proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan 
oleh organisasi. 
 
Faktor Eksternal 
Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada diluar organisasi, 
yang dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung dalam pencapaian tujuan 
organisasi. Sedangkan faktor eksternal yang pada prinsipnya akan dipengaruhi 
oleh situasi yang diluar organisasi, keluasan hubungan, ketergantungan dengan 
pihak lain, arus informasi, dan lain-lain. Jika terjadi gejolak diluar maka dapat 
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memunculkan gelombang pukulan kearah organisasi dan itu berarti merupakan 
hambatan yang muncul. 
Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah berbagai hal baik 
perkembangan, perubahan maupun pertumbuhan diluar organisasi yang dapat 
mempengaruhi eksistensi kemampuan organisasi dan kebijakan organisasi. 
Dari hasil wawancara dengan bapak dengan Ibu Naftali Pantong Tarra’, 
S.Sos selaku staf Bidang Data dan Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja mengatakan sebagai berikut : 
“Tidak ada pengaruh dari segi eksternal karena yang kita rekrut sesuai 
dengan kebutuhan organisasi secara transparan.” 
(hasil wawancara pada tanggal 11 Januari 2013) 
Kemudian ditambahkan oleh Bapak Marten Sanda, SH  selaku staf 
Bidang Data dan Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Tana Toraja yang mengatakan bahwa : 
“Tidak ada pengaruh eksternal dari luar seperti pengangkatan secara 
politis, ataupun pengaruh affirmative action tetapi kita merekrut sesuai 
dengan kebutuhan dan formasi yang sedang lowong.” 
(hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2013) 
Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pengaruh eksternal 
tidak mempengaruhi proses seleksi Calon Pegawai Negei Sipil Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja. Hal tersebut 
bisa dilihat dari hasil wawancara diatas dimana proses seleksi tersebut dilakukan 
secara transparan dan tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar apalagi untuk 
posisi-posisi strategis jabatan dalam proses rekrutmen dan seleksi. 
 
V. 3. Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan CPNS 
Dalam manajemen, pengawasan (controlling) merupakan suatu kegiatan 
untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating) di lapangan sesuai 
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dengan rencana (planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) 
dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan 
adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat 
negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi. 
Fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal dengan Controlling tidak 
dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen 
yang lain yang paling sederhana yaitu Planning, Organizing dan Actuating. 
Dengan demikian fungsi pengawasan terkait dengan korporasi, yang 
menurut Subekti dan Sudibjo korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan 
badan hukum. Selanjutnya Puspa memberikan contoh badan hukum antara lain 
adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan. Sementara itu Abdurachman 
menjelaskan bahwa pada umumnya korporasi dapat merupakan organisasi 
pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir. 
Dalam korporasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan suatu 
kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dapat disimak dari rencana 
pembangunan yang terbagi dalam Pembangunan jangka panjang ( dua puluh 
lima tahun ), jangka menengah ( lima tahun ) dan jangka pendek ( satu tahun ). 
Yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah adanya kemungkinan 
terjadinya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pelanggaran. 
Kesalahan bisa terjadi karena miskomunikasi, penyimpangan bisa terjadi 
karena kesengajaan menggunakan sebagian dana pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran bisa terjadi karena baik disengaja atau 
tidak sengaja pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang telah ditetapkan. 
87 
 
Berbagai bentuk kesalahan, penyimpangan, kecurangan dan 
pelanggaran untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok dapat diartikan 
sebagai tindak kejahatan korupsi (penjelasan pasal 1 Undang-undang Republik 
Indonesia nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi). 
Dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pengawasan sumber 
daya manusia ini, perlu adanya suatu tolok ukur atau penetapan standar minimal 
yang memungkinkan ketercapaian  sasaran-sasaran pada tiap aspeknya dengan 
baik dan terkendali. Menurut Sadali Samsudin, ketentuan standar minimal 
tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Jumlah personil yang harus ada dalam organisasi atau perusahaan yang 
bersangkutan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. 
b. Kualitas kemampuan tenaga kerja yang bagaimana yang harus mengisi 
berbagai bagian dalam organisasi dengan segala jenis latar belakang 
pendidikannya. 
c. Sasaan apa saja pada tiap bagian yang ingin dicapai dan keterkaitan 
antara bagian-bagian tersebut sehingga dalam mencapai sasaran 
organisasi dapat dilakukan secara sistematis. 
d. Pola karier dari para karyawan dalam organisasi yang berpengaruh 
terhadap peningkatan prestasi kerja, dan sebagainya 
Namun, perlu diingat bahwa inti dari pengawasan bukan hanya sebatas 
pada penilaian berkaitan dengan berjalan atau tidaknya rencana yang telah 
ditetapkan, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan 
maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan 
pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. 
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Dalam pengawasan, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus 
ditempuh, diantaranya: 
a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. 
Idealnya, tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi sebaiknya 
ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. 
Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus jelas, yaitu: sering kali tujuan 
terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai saat implementasi dilakukan, 
berdasarkan alasan pertama tersebut, sebaiknya tujuan yang ditetapkan 
memuat standar yang lebih jelas dinyatakan, serta kejelasan dan 
kelengkapan tujuan memudahkan manajemen untuk melakukan komunikasi 
dalam organisasi, termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan 
dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan. Manajemen akan lebih 
mudah menjelaskan kepada seluruh pihak dalam organisasi jika tujuan 
organisasi dirumuskan dengan jelas. 
b. Penilaian kinerja 
Yang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah upaya untuk 
membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah 
ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang 
berkelanjutan dan terus menerus dalam beberapa kegiatan yang hanya dapat 
dilihat kualitas pekerjaannya saat akhir dari kegiatan tersebut. 
c. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak 
Secara garis besar, ada kemungkinan hasil penilaian yang diambil dari 
perbandingan antara kinerja dan standar, yaitu: 
1) Kinerja > Standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja 
yang terbaik karena berada di atas standar yang ditetapkan. 
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2) Kinerja = Standar, artinya organisasi mencapai kinerja yang baik, namun 
pada tingkat yang paling minimum karena kinerjanya sama dengan 
standar. 
3) Kinerja < Standar, berarti dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja 
yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada di 
bawah standar. 
d. Pengambilan tidakan koreksi.   
Dari tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dengan 
standar, kita dapat memperoleh informasi dari proses pengawasan yang kita 
lakukan bahwa kinerja di atas standar, sama dengan standar, atau di bawah 
standar. Ketika kinerja di bawah standar berarti organisasi mendapatkan 
maslah. Oleh karena itu organisasi kemudian perlu melakukan pengendalian, 
yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu 
kinerja di bawah standar, kemudian perusahaan melakukan tindakan untuk 
mengoreksi masalah tersebut. 
Tim Pelaksana Pusat Pengadaan CPNS melakukan pengawasan dan 
pengendalian Pengadaan CPNS berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan 
Fungsional Pemerintah (APFP) baik Pusat maupun Daerah/ Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota. 
Pengawasan dan Pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan 
terhadap: 
a. Rencana Pelaksanaan Seleksi, meliputi kegiatan membantu pengumuman 
penerimaan CPNS, dan memantau kesiapan penyediaan soal ujian, 
formulir LJK, pendistribusian soal, dan pengamanannya. 
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b. Seleksi, meliputi kegiatan memantau distribusi soal dan formulir LJK dari 
panitia seleksi kepada pengawas ujian, memantau penyampaian kembali 
jumlah LJK hasil ujian dan mencocokan dengan daftar hadir peserta ujian, 
dan memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan formulir 
LJK, serta pemusnahan sisa soal ujian dan soal yang telah dipegunakan. 
c. Pengumuman hasil seleksi, meliputi kegiatan memantau LJK hasil ujian 
dan pengumumannya, memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan 
LJK hasil ujian, dan evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan LJK hasil ujian 
dengan keputusan penetapan kelulusan peserta Ujian. 
d. Penetapan NIP, meliputi kegiatan memantau penyampaian nota 
persetujuan penetapan NIP kepada PPK. 
e. Pengangkatan CPNS, meliputi pemantauan penetapan keputusan CPNS 
dan penyerahannya kepada yang bersangkutan. 
f. Informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksannaan 
seleksi penerimaan CPNS.  
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya tentang Proses Rekrutmen 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Tana Toraja, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Perencanaan proses seleksi CPNS yang dilaksanakanan Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja telak 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada yakni dalam Undang-
Undang BKN No.9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil. 
2. Pelaksanaan proses seleksi CPNS belum berjalan dengan baik, dapat 
dibuktikan dengan ditemukannya beberapa Kendala. Kendala-kendala yang 
ditemukan dalam proses seleksi CPNS tersebut adalah tidak mengertinya 
pelamar tentang formasi yang ditetapkan, kurangnya pemahaman serta 
pengetahuan pelamar tentang bagaimana kelengkapan yang akan 
dimasukkan dalam berkas lamaran. Kendala lain juga ternyata terdapat pada 
pihak pelaksana atau panitia pelaksana yang masih melakukan kecurangan 
dari pengumpulan berkas yang memudahkan sebagian orang dalam 
mengumpulkan berkasnya serta pengawasan yang kurang baik pada saat 
melakukan tes tertulis. Hal ini merupakan kelalaian para pelaksana yang jelas 
sekali bahwa hal ini adalah sisi negative yang harus diperbaiki pada 
kesempatan berikutnya. Pengawasan proses seleksi CPNS yang dilakukan 
panitia pelaksana ternyata masih dinilai kurang oleh sebagian peserta 
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seleksi. Karena tidak melaksanaakan pengawasan dengan optimal dan 
mengabaikan tugasnya. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi CPNS Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja yaitu faktor internal dan 
eksternal organisasi. Faktor internal organisasi adalah anggaran yang 
disediakan, semakin banyak yang direkrut maka akan semakin berpengaruh 
terhadap anggaran. Tetapi tidak ada masalah pada anggaran tersebut. 
 
VI.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka ada beberapa 
hal yang menjadi masukan adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Tana Toraja dalam memberikan pengumuman agar lebih baik 
lagi sehingga para pelamar CPNS dapat mengetahui prosedur pelamaran 
dan tidak melakukan kesalahan sehingga tidak memberatkan pihak 
pelaksana. 
2. Pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana 
Toraja dalam memberikan waktu pemasukan berkas kepada para 
Pelamar agar lebih diperhatikan lagi mengingat kelengkapan yang akan 
dimasukkan harus dirampungkan dengan baik oleh setiap para pelamar 
yang akan mengajukan lamarannya. 
3. Alangkah baiknya apabila ada tes keahlian dalam bidang pekerjaan yang 
akan dilamar, sehingga Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut  benar-
benar ahli dalam bidangnya masing-masing. 
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4. Diharapkan bagi pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Tana Toraja agar lebih memberikan pemahaman yang baik 
kepada setiap yang mengambil bagian dalam setiap proses seleksi agar 
semua rangkaian pelaksanaan pengadaan CPNS dapat terlaksanan 
sesuai dengan pedoman yang telak disususn dalam Undang-undang. 
Sehingga semua dapat bekerja pada tatanan dan aturannya masing-
masing. 
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Daftar pertanyaan penelitian 
 Pelamar CPNS yg lulus dan tidak lulus: 
A. Pendaftaran / Pelamaran 
1. Berapa lama waktu pendaftaran? 
2. Apakah menurut anda waktu yang diberikan itu cukup? 
3. Apakah syarat-syarat pendaftaran anda rasakan berat/memberatkan atau terlalu 
berbelit-belit? 
4. Darimana saudara informasi tentang penerimaan CPNS tersebut?  
5. Apakah saudara, mendapatkan perlakuan yang sama dengan calon lain saat 
anda mendaftar ? 
6. Ketika anda mendaftar menjadi CPNS, apakah saudara mengetahui prosedur 
pelamaran ? 
7. Menurut saudara, bagaimana pelayanan panititia pelaksana terhadap calon 
CPNS ketika mendaftar ? 
8. Apakah panitia dalam pelayanan tidak membeda-bedakan atau pilih kasih 
terhadap calon ? 
 
B. Seleksi 
1. Menurut saudara apakah pelaksanaan seleksi administrasi sudah dilaksanakan 
secara obyektif dan transparan ? 
2. Bagaimana pendapat anda tentang proses seleksi administrasi apakah ada 
peserta yang  berkasnya tidak lengkap ? 
3. Apakah saudara membayar biaya administrasi selama mengikuti proses seleksi? 
4. Apakah semua peserta mengikuti ujian tertulis selama dalam proses seleksi? 
5. Apakah saudara memahami persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS ? 
6. Apakah ada tes keahlian yang dilakukan oleh penyelenggara? 
7. Apa Motivasi anda mengikuti tes CPNS dalam Periode 2010/2011 ini? 
8. Bagaimana pendapat anda tentang tanggung jawab panitia pelaksana selama 
dalam proses pelaksanaan seleksi CPNS ? 
9. Bagaimana pendapat saudara tentang sikap dan kebijakan tentang  BKDD 
terhadap pelaksanaan seleksi CPNS? 
10. Bagaimana pendapat saudara tentang tekanan – tekanan dan intervensi 
sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap panitia pelaksanaan seleksi 
CPNS ? 
11. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan pengawasan selama dalam 
proses pelaksanaan seleksi CPNS? 
 
C. Pengumuman 
1. Menurut saudara, apakah panitia pelaksana membuka pengumuman 
penerimaan CPNS sudah transparan ? 
2. Apakah sudah sesuai antara jumlah yang lulus dengan formasi awal dan 
kompetensi yang telah ditetapkan? 
3. Apakah dalam pengumuman tercantum jumlah nilai yang anda peroleh? 
4. Apakah jelas bahwa anda mengetahui aturan-aturan penerimaaan CPNS? 
5. Apakah anda mengetahui tata cara penilaiaan dalam seleksi CPNS? 
 
D. Penetapan 
1. Menurut saudara, apakah yang diangkat CPNS sudah sesuai formasi yang telah 
di tentukan ? 
2. Apakah mereka yang diangkat sebagai CPNS yang memiliki kemampuan, 
keterampilan dan keahlian ? 
3. Menurut saudara, apakah di dalam penetapan CPNS sudah sesuai dengan 
prosedur yang berlaku ? 
4. Bagaimana pendapat anda, apakah dalam penetapan CPNS tidak ada KKN?  
 
 Pihak BKPPD: 
1. Apakah proses seleksi CPNS telah dilakukan dengan sebaik-baiknya? 
2. Apakah setiap komponen dalam proses ini telah bekerja sesuai dengan 
ketentuan yg berlaku? 
3. Bagaimana hubungan koordinasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara? 
4. Apakah pihak BKD telah memberikan pemahaman yang baik kepada CPNS 
tentang bagaimana cara pengambilan nilai dalam proses seleksi? 
5. Apakah pihak BKD memberikan pengumuman yang transparan kepada 
pelamar? 
6. Pengumuman CPNS terpilih diberikan dalam bentuk apa? 
7. Apakah menurut anda formasi yg ditetapkan pemerintah pusat telah cukup 
menunjang kepegawaian didaerah ini? 
8. Apakah kriterian tentang penerimaan CPNS sesuai dengan keputusan yg telah 
ditetapkan? 
9. Apakah tidak ada masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan penerimaan 
CPNS tersebut, jika ada masalah apa saja? 
10. Apakah ada faktorinternal yang mempengaruhi berjalannya proses seleksi 
CPNS tersebut? 
11. Kemudian bagaimana dengan faktor eksternalnya? 
12. Apakah pihak BKPPD dapat meminimalisir semua hal-hal yang dapat 
menghambat berjalannya proses seleksi di BKPPD? 
Gambar 2.  
Struktur Pengurus BKPPD Kab. Tana Toraja 
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